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ABSTRAK

Syafi’an, M. Ilman, 2015, (13780033), ‘“Perbedaan Antara Keabsahan
Perkawinan dan Perceraian sirri dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
(Tinjauan Magasid Shari’ah Al Shatibt)”, Tesis, Program Magister al Ahwal al
Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag, dan Dr. Zaenul
Mahmudi, MA

Kata Kunci : Perkawinan Sirri, Perceraian, Magqasid Shari’ah

Aturan perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di
Indonesia terdapat sedikit perbedaan terkait penentuan keabsahannya, jika dalam
perkawinan bisa sah jika dilakukan sesuai dengan “Hukum Islam” dan untuk
menjaga ketertibannya perlu dilakukan pencatatan perkawinan, akan tetapi dalam
masalah perceraian bisa dikatakan sah dan terhitung saat diucapkan di depan sidang
Pengadilan Agama setelah hakim tidak berhasil mendamaikan suami istri. Dalam
aturan ini seakan terdapat perbedaan dalam perkawinan dan percerain, jika dalam
perkawinan tidak memerlukan lembaga hukum negara untuk keabsahannya, tetapi
dalam perceraian membutuhkan lembaga hukum negara untuk keabsahannya.
Perbedaan aturan ini tentu mempunyai alasan filosofis di baliknya, dan salah satu
metode mengetahui filosofis di balik suatu aturan adalah menggunakan Magasid
Shart’ah Al Shatibi.

Fokus dalam penelitian ini membahas tentang Mengapa dalam hukum
perkawinan Islam di Indonesia penetapan nikah sirri didasarkan pada waktu
terjadinya nikah sedangkan penetapan perceraian tidak didasarkan pada waktu
suami menjatuhkan talaknya kepada istri? dan Bagaimana perbedaan penetapan
keabsahan perkawinan dan perceraian sirri dalam hukum perkawinan Indonesia
menurut prinsip Maqasid Shari’ah Al Shatibi?. Jenis penelitian ini adalah penelitian
pustaka (library research), dikarenakan fokus kajian tentang ketetapan hukum yang
mengacu pada Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, maka tipe penelitian ini
adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute
approach).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (a) keabsahan perkawinan hanya
didasarkan pada hukum Islam untuk melindungi hak-hak istri maupun anak hasil
pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut dengan membuat aturan isbat nikah.
Sedangkan keabsahan perceraian haruslah dilakukan di depan sidang Pengadilan
dikarenakan tidak adanya payung hukum yang melindungi hak-hak para istri dan
anak-anak yang ditinggalkannya tersebut jika dilakukan dan disahkan di luar sidang
Pengadilan. (b) Pencatatan perkawinan dan Isbat Nikah termasuk kategori Magasid
Hajiyyat dalam posisinya menjaga Magasid Dlariiriyyat akad nikah sebagai wujud
Hifd al Nasl yang diperintahkan Allah, sedangkan pelaksanaan ikrar talak di depan
sidang pengadilan ini berada di posisi Magdasid Dlaririyyat atas perintah Allah
untuk mentalak istri secara makruf sebagai wujud dari Hifd al Nafs, Hifd al Aql,
Hifd al Nasl, dan Hifd al Mal. Walaupun dalam penentuan keabsahan perkawinan
dan perceraian terlihat berbeda akan tetapi jika melihat dari Magqasid Shari’ah yang
terkandung di dalamnya maka akan jelas tujuan dasar keduanya untuk menjaga
keberlangsungan Magasid Dlaruriyat.
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ABSTRACT

Syafi’an, M. llman, 2015, (13780033), “The Differences between the Validty of
Unregistered Marriage and Divorce in Indonesian Islamic Marriage Law (Magasid
Shart’ah Al Shatibt review)”, Thesis, Master Degre Program al Ahwal al
Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang,
Supervisors: Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag, dan Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Kata Kunci : Unregistered Marriage, Divorce, Magasid Shari’ah

The rules of marriage and divorce in the Law of Marriage in Indonesia are
slightly different on its validity. In marriage, it is valid if it is done by “Islamic
Law” and to keep official records, marriage needs to be registered. Meanwhile in
divorce, it is valid as from the judges decide in Religious Court after they cannot
reconcile both husband and wife. In this rule, it seems there is a difference between
marriage and divorce. Marriage does not need legal institution to prove its validity,
but divorce needs legal institution to prove its validity. This difference surely has
philosophic reason. One of methods to understand the philosophic reason behind
marriage and divorce is Magasid Shari’ah Al Shatibi.

Hence, this research focuses on why is the determination of unregistered
marriage based on the time when it is valid by ‘Islamic Law’ while the
determination of divorce is not based on when the husband is dropping divorce to
the wife? And how are the differences between unregistered marriage and divorce
validity in the Indonesian Islamic Marriage Law according to Magqasid Shari’ah Al
Shatibt principle?. This research uses library research. The reason is because its
focuses are concerning on law provision which refers to The Law of Marriage in
Indonesia. The type of this research is Normative Juridical. With respect to the type
of research is normative then the research approach used is a statutory approach
(statue approach).

This research shows that: (a) marriage validity is only based on Islamic Law
which aim is to protect the rights of wives and children from the unregistered
marriage by making marriage rules stipulation. Meanwhile, divorce validity must
be conducted in the court. It is because there is no legal framework to protect the
rights of wives and children who are left behind if it is conducted outside the court.
(b) Marriage registration and marriage ratification are included in Magqasid Hajiyyat
category in position to keep Magqasid Dlaririyyat, marriage contract as a form of
Hifd al Nasl as commanded by Allah. Meanwhile, the implementation of divorce
pledge in Court is in the position Magasid Dlariiriyyat as Allah’s command to
divorce the wife by kindess as a form of Hifd al Nafs, Hifd al Aql, Hifd al Nasl, dan
Hifd al Mal. Altough the validity of marriage and divorce seems different but if we
see the Magqasid Shari’ah inside, it can be seen that the basic aim is clear to keep
the sustainability of Magqasid Dlarariyat.

XV



BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah salah satu ikatan yang suci yang telah diatur baik
dalam agama maupun negara. Islam mengatur perkawinan dalam studi figh
yang disebut dengan bab Munakahat yang menjelaskan bahwa rukun dalam
perkawinan meliputi suami, istri, wali, dan dua orang saksi, sehingga jika
terpenuhi semua rukun-rukunnya maka suatu perkawinan dianggap sah. Negara
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga mengatur
masalah perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu.”

dan juga diatur dalan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.”

Dari kedua aturan di atas dapat dipahami bahwa sahnya suatu
perkawinan adalah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan
masing-masing. Akan tetapi untuk menjaga ketertiban perkawinan, setiap
perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah untuk

mendapatkan Akta Nikah dan berkekuatan hukum sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:



“Agar terjamin Kketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat.”

Akan tetapi jika terdapat suatu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan
Agama seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Perceraian atau dalam istilah lain disebut dengan talak juga diatur dalam
Islam (baca: Figh) dan hukum positif Indonesia. Dalam figh madzab
Syafi’iyyah yang mendominasi pilihan mayoritas penduduk Islam di Indonesia
dijelaskan bahwa pengertian talak adalah melepaskan atau memutuskan ikatan
pernikahan dengan menggunakan redaksi-redaksi yang mengindikasikan
adanya pemutusan hubungan antara kedua belah pihak! baik secara jelas
maupun tidak jelas tanpa melalui istitusi formal kenegaraan, dan bahkan dalam
keadaan bercanda pun ia bisa dihukumi jatuh talaknya, seperti yang telah

disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah:

e Jﬁﬁ\ﬁch&j&@}ﬁ&fﬁcu» ;Msmm»
e Jo A sz B G d\u; WG 2 d‘a I3
Man‘j cd}Uzs\j LC&J‘ J..>— & M/ c.«\.>.- U.A.Jo- C)y\.’ IJU (;.Lﬁj

“Tiga perkara yang jika dilakukan dengan serius akan berdampak hukum
serius, dan jika dilakukan dengan bergurau juga akan menimbulkan hukum
serius: Nikah, Talak, dan Ruju’.”

! Ahmad bin ‘Umar al Syatiri, al Yaqiit al Nafis, (Surabaya: al Hidayah, t.th), him. 153
2 Abii Dawud Sulaiman bin al Ash’ats, Sunan Abi Dawud, (Maktabah Syamilah), Juz.2, HIm. 259,
No. Indeks. 2194



Pengertian ini bertolak belakang dengan definisi talak yang ada dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 yang menyatakan:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”

Sehingga penjatuhan talak suami kepada istri hanya bisa dilakukan di depan
sidang Pengadilan, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.”

Dan juga Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.”

Dari kedua aturan tersebut dapat dipahami bahwa ikrar talak yang
dilakukan suami kepada istri hanya bisa dilakukan di hadapan sidang
Pengadilan yang berarti bahwa talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan
tidak dianggap atau tidak sah. Perbedaan hukum figh dan hukum positif ini
akan mempengaruhi awal terhitungnya talak; jika menurut figh, perceraian
terhitung saat suami mengucapkan ikrar talak kepada istrinya, sedangkan
menurut hukum positif perceraian terhitung saat ikrar talak itu dinyatakan di
depan sidang Pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam Pasal 123

Kompilasi Hukum Islam:

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan
sidang pengadilan.”



Dan juga dijelaskan dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama:

“Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus
sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan
banding atau kasasi.”

Sehingga dengan adanya perbedaan masa penentuan awal pisahnya
pasangan suami istri, tentu akan berdampak pada akibat-akibat perceraian
seperti penghitungan masa iddah istri, nafkah iddah istri, dan pembagian harta
gono-gini atau harta bersama yang diperoleh mulai akad nikah sampai
perceraian.

Jika melihat kedua aturan terkait perkawinan dan perceraian di atas baik
dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum
Islam tidak sepenuhnya mengakomodir hukum figh melainkan terjadi
pembaharuan hukum Islam. Jika dalam hal perkawinan dapat dihukumi sah
asalkan sesuai dengan aturan hukum agama dan keyakinan masing-masing
pihak dan jelas aturan ini sesuai dengan figh dalam berbagai madzhab,
mengapa dalam hal perceraian hanya dihukumi sah hanya jika dilakukan di
hadapan sidang Pengadilan Agama. Sehingga kasus perkawinan sirri jika ingin
mendapatkan legalisasi yang berkekuatan hukum dari negara seperti
dibutuhkan untuk membuat Akta Kelahiran anak hasil perkawinan tersebut dan
perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka bisa
dilakukan dengan mengajukan itsbat nikah dalam hal perkawinan dan
mengajukan cerai talak dalam hal perceraian ke Pengadilan Agama. Akan

tetapi jika hakim mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



dan Kompilasi Hukum Islam maka tentu akan terdapat perbedaan dalam
penghitungan awal perkawinan dan perceraian; jika dalam hal perkawinan
maka putusan itsbat nikah tentu akan mengacu pada waktu kapan nikah sirri itu
dilakukan.

Setiap aturan undang-undang yang dibuat pasti di dalamnya terkandung
ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga
dalam masalah ini peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis
mengapa terdapat perbedaan antara keabsahan perkawinan dan perceraian
dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia baik dalam Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu metode untuk mengetahui filosofis dibalik suatu aturan adalah
menggunakan teori Magasid Shari’ah yang dipelopori olen Al Shatibi,
walaupun selanjutnya juga banyak ulama’ usaliyyin yang mengembangkan
teori Magasid Shari’ah Al Shatibi ini. Magasid Shari’ah berarti tujuan Allah
dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat
ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan
logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat
manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al Shatibi bahwa tujuan
pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di
dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abta Ishaq al Shatibi melaporkan hasil

penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah



bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan
umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak.?

Begitu juga aturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun
dalam Kompilasi Hukum Islam terkait perbedaan antara keabsahan
perkawinan dan perceraian tentu juga harus berdasarkan kemaslahatan warga
Indonesia. Sehingga perlu adanya pembahasan mengapa aturan perkawinan
dan perceraian yang idealnya adalah memiliki aturan yang sama —jika aturan
perkawinan mengakomodir aturan figh tetapi dalam masalah perceraian
mengapa terdapat pembaharuan hukum Islam yang mensyaratkan keabsahan
ikrar talak dengan mempersaksikannya di depan sidang Pengadilan— yang
kemudian akan berdampak pada perbedaan penghitungan awal perkawinan dan
perceraian itu dinyatakan sah.

Melihat latarbelakang di atas, kiranya diperlukan penelitian filosofis
terkait aturan tersebut. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Perbedaan
Antara Keabsahan Perkawinan dan Perceraian sirri dalam Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia (Tinjauan Magqasid Shari’ah Al Shatibi)”

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian penulis adalah:

1. Mengapa dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia penetapan nikah sirri
didasarkan pada waktu terjadinya nikah sedangkan penetapan perceraian

tidak didasarkan pada waktu suami menjatuhkan talaknya kepada istri?

3 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, (Darul Kutub Al Ilmiyah, Lebanon,
2011, Juz.1l), him. 04



2. Bagaimana perbedaan penetapan keabsahan perkawinan dan perceraian sirri
dalam hukum perkawinan Indonesia menurut prinsip Magqasid Shari’ah Al
Shatibi?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan alasan penetapan nikah sirri didasarkan pada waktu
terjadinya nikah sedangkan penetapan perceraian tidak didasarkan pada
waktu suami menjatuhkan talaknya kepada istri dalam hukum perkawinan
Islam di Indonesia.

2. Untuk menjelaskan perbedaan penetapan perkawinan dan perceraian sirri
dalam hukum perkawinan Indonesia menurut prinsip Magqasid Shari’ah Al
Shatibi.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pada pohon keilmuan hukum Islam, khususnya bidang al Ahwal al
Syakhshiyyah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan
kepada masyarakat Islam khususnya kepada pasangan suami istri terkait
penentuan waktu terjadinya nikah dan talak dalam hukum perkawinan

Islam di Indonesia.



E. Orisinalitas Penelitian
Secara khusus, penelitian yang membahas mengenai perbedaan antara

keabsahan perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di

Indonesia belum ada, akan tetapi terdapat penelitian tentang itsbat nikah dan

status Ikrar Talak yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dari

berbagi tinjauan sebagaimana berikut:

1. Tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Semarang dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan)
Terhadap Kedudukan Istri, anak, dan harta kekayaannya tinjauan Hukum
Islam dan Undang-Undang Perkawinan” oleh Abdullah Wasian tahun
2010. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut hukum
Islam dan Undang-Undang perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan
istri, anak, dan harta kekayaannya. Melalui hasil penelitian ini, penulis
mengetahui konsep nikah siri dan akibat yang ditimbulkannya dan juga
dijelaskan upaya hukum yang bisa dilakukan untuk memberikan kekuatan
hukum pernikahan sirri adalah salah satunya dengan itsbat nikah.

2. Tesis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul
“Analisis Yuridis Pernikahan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Netti
tahun 2011. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: Bagaimana
Kedudukan Pernikahan Sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bagaimana



Akibat Hukum Pernikahan Sirri ditinjau dari Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bagaimana
Fungsi dan Sikap Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan Terhadap Nikah
Sirri. Dari penelitian ini, selain mengetahui kedudukan nikah sirri tetapi
penulis juga mengetahui bagaimana sikap Pengadilan Agama Kelas 1 A
Medan terhadap nikah sirri, sehingga dapat digunakan pertimbangan
hukum dalam membahas penelitian ini.

Disertasi di Program Studi lImu Keislaman Konsentrasi Pemikiran Islam
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul
“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Di Indonesia
Pasca Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974” oleh Makinuddin tahun
2011. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengapa
ikrar talak di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan
agama dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan
ikrar talak di Indonesia. Dari penelitian ini, penulis mengetahui
bagaimana pendapat hukum Islam terhadap pensyaratan perceraian yang

harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.



10

Tabel Perbedaan Penelitian dengan Penelitian sebelumnya

Nama Peneliti, judul dan tahun

Perbedaan

No " Persamaan
Penelitian

1 | Abdullah Wasian, Akibat Hukum | 1. Yuridis Normatif. 1. Fokus penelitian hanya
Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) 2. Penelitian  kepustakaan membahas akibat dari
Terhadap Kedudukan Istri, anak, 3 I(\I/Iibrary rese%rchL)j ] ggrntili?(han yar:g htigak

- . Mengacu pada Undang- icatatkan erhadap
dan harta kekayaannya tinjauan Undang No.1 Tahun anak, istri, dan harta
Hukum Islam dan Undang- | 1974 “gan  Kompilasi kekayaan.

Undang Perkawinan, 2010 Hukum Islam.
4. Membahas pernikahan
yang tidak dicatatkan
berdasarkan Undang-
Undang Perkawinan.

2 | Netti, Analisis  Yuridis | 1. Yuridis Normatif. 1. Fokus penelitian hanya
Pernikahan Sirri Ditinjau Dari | 2. Penelitian  kepustakaan membahas akibat dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun (library research). p_ernikahan yang tidak
1974 Tentang Perkawinan Dan 3. Mengacu pada Undang- dlcatatlgan. terhadap

2 1 Undang No.1 Tahun anak, istri, dan harta
Kompilasi Hukum Islam 1974 dan Kompilasi kekayaan.
Hukum Islam. 2. Menguraikan Sikap
4. Membahas pernikahan Pengadilan Agama
yang tidak dicatatkan Kelas 1 A Medan
berdasarkan Undang- Terhadap Nikah Sirri.
Undang Perkawinan.

3 | Makinuddin, Pandangan Hukum | 1. Yuridis Normatif. 1. Dengan pendekatan
Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar 2. Penelitian  kepustakaan kaidah lughawiyah dan
Talak Di  Indonesia  Pasca (library research). tashri'iyah,  maslahah
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 3. Membahas konsep dan teori utilitarianisme

perceraian yang ada Bentham.

1974, 2011

dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun1974.

2. Fokus penelitian yang
membahas perceraian
dalam UU. No.1 Tahun
1974  tidak  melihat
aturan perkawinan
yang juga di Atur
dalam Undang-Undang
tersebut.




11

Dalam keempat penelitian di atas hanya menjelaskan tentang itsbat nikah
dan lkrar Talak dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif tanpa
menjelaskan mengapa terdapat perbedaan antara keabsahan perkawinan dan
perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, jadi penelitian ini
belum pernah dikaji dalam penelitian-penelitian terdahulu.

. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman mengenai judul penelitian ini,
diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Keabsahan : Suatu peristiwa dikatakan sah.

2. Perkawinan . Ikatan lahir batin antara suami dan istri dikarenakan
suatu akad yang bertujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal.

3. Perceraian . Berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh
pasangan suami istri yang disebabkan oleh alasan-
alasan tertentu baik atas inisiatif suami maupun istri.
Akan tetapi dalam pembahasan disini lebih
dikhususkan dalam Cerai Talak

4. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:

Hukum Indonesia yang mengatur tentang
perkawinan warga beragama Islam di Indonesia.
Yang akan jadi fokus pembahasan penulis adalah
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam.
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5. Magasid Shart’ah . konsep untuk mengetahui Hikmah (nilai-nilai dan
sasaran shara’ yang tersurat dan tersirat dalam Al
qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-
Shari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum
tersebut adalah satu, yaitu maslahat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-
masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.*

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan
suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar,
dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya
yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik.’

1. Tipe Penelitian

Dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang ketetapan hukum yang
mengacu pada UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka
Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif; yaitu penelitian yang mengacu
pada norma-norma dan sinkronisasi hukum yang terdapat dalam perundang-
undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada

dalam masyarakat.® Sehingga Studi ini merupakan penelitian pustaka

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1998), him. 2

5 Djam'an Satori dan Aan Komariyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA,
2009), him. 25

6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 105
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(library research), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama
dalam proses penelitian’.
2. Pendekatan Penelitian
Dikarenakan fokus bahasan pada penelitian ini adalah meneliti
konsistensi antar satu pasal dengan pasal lain dalam Undang-Undang No.1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas,
maka penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute
approach), sehingga peneliti mencari peraturan perundang-undangan
mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang ditelitinya. Sehingga
harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-
undangan, bahkan peraturan perundang-undangan yang tidak langsung
berkaitan dengan isu hukum jika berhubungan dengan isu hukum juga harus
diakomodir.?
3. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif).” Bahan hukum tersebut berupa perundang-undangan, yaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

merupakan dokumen yang tidak resmi meliputi Buku-buku dan jurnal-

7 Mohammad Natsir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 59
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him.. 194-196
9 Zainuddin, Metode ..., him. 47
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jurnal hukum dan Komentar-komentar atas putusan hakim terkait
penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus-kamus penjelas, seperti Kamus
Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian
ini dengan teknik dokumentasi yakni dengan melakukan studi terhadap
bahan-bahan hukum terkait perbedaan antara kebsahan perkawinan dan
perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia baik yang berupa
primer yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam maupun yang sekunder dan tersier. Kemudian juga dilakukan studi
terhadap teori yang digunakan sebagai alat analisis filosofis terhadap bahan
hukum tersebut yang dalam hal ini adalah Magqasid Shari’ah al Shatibi.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi
hipotesis,!® yaitu dengan mendeskripsikan aturan tentang keabsahan
perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia
yakni UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian
dilakukan analisis filosofis dengan pendekatan Magdasid Shari’ah al Shatibi
mengapa terjadi perbedaan antara keabsahan perkawinan dan perceraian

dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sehingga hipotesis yang

19 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), him. 89.
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diperoleh akan menyimpulkan adakah inkonsistensi antar satu pasal dengan
pasal yang lain dalam UU. No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
H. Sistematika Pembahasan
Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi Lima Bab:

Bab pertama pada tesis ini didahului dengan pendahuluan yang
melatarbelakangi masalah tersebut diangkat. Bab pertama ini terdiri dari
beberapa sub diantaranya; konteks penelitian yang mendasari munculnya
penelitian ini, fokus penelitian yang bertujuan untuk membatasi permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian ini,
penelitian-penelitian terdahulu dengan tema bahasan yang sama penulis
jelaskan pada bagian originalitas penelitian, definisi operasional penulis
cantumkan pada bab ini untuk menjelaskan istilah dalam penelitian ini, serta
juga dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab
pertama ini merupakan gambaran secara global mengenai materi kajian. Hal
ini sangat penting terkait visi, arah dan penelitian.

Bab kedua berisi tentang pembahasan teori yang digunakan sebagai dasar
dan pisau analisis untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian.
Dikarenakan penelitian filosofis, maka peneliti akan menggunakan teori yang
relevan dengan masalah yang dikaji yaitu teori Magasid Shari’ah Al Shatibi.
Pada bab ini akan dikemukakan tentang Biografi al Shatibt dan, Dasar Hukum
Magashid Syariah, dan Klasifikasi Magashid Syariah,

Bab ketiga terdiri dari paparan data yang diperoleh tentang pasal-pasal

terkait keabsahan perkawinan dan perceraian yang ada dalam hukum
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perkawinan Islam di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam, tentunya juga dijelaskan latar belakang
pembentukan dan cakupan hukum UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam.

Bab keempat untuk pembahasan yang lebih komprehensif, penyusun
menganalisis mengapa terjadi perbedaan antara keabsahan perkawinan dan
perceraian yang ada dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang
kemudian akan dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu teori Magasid Shari’ah Al Shatibi terkait alasan filosofis adanya
perbedaan antara keabsahan perkawinan dan perceraian dalam hukum
perkawinan Islam di Indonesia tersebut.

Bab keenam merupakan bab terakhir yang meliputi tentang penutup yang
berisikan tentang kesimpulan. Pada bab ini penulis akan mengambil
kesimpulan tentang masalah dari hasil penelitian penulis dan juga disertai
dengan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan
hukum perkawinan dan perceraian yang ada di Indonesia, khusunya bagi

Lembaga Pengadilan.



BAB |1

BIOGRAFI DAN KONSEP MAQASID SHARI’AH AL-SHATIBI

A. Biografi Imam al Shatibi
1. Riwayat Hidup

al Shatibi adalah seorang cendikiawan muslim yang belum terkenal di
masanya. Beliau bernama lengkap Ibrahim bin Misa, bin Muhammad Al-
Lakhmi Al-Ghamati Abu Ishaq, yang lebih dikenal dengan sebutan Al
Shatib1 yang dijuluki dengan Al-Imam Al- ‘4/amah (yang sangat dalam ilmu
pengetahuannya), Al-Muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti
sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), Al-
Qudwah (yang pantas didkuti), Al-Hafid (yang telah menghafal dan
menjaga ribuan hadits) dan Al-Mujtahid (yang mampu mendayagunakan
kemampuan untuk menghasilkan hukum).! Kata “al Shasbi” yang
merupakan ‘alam lagab yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya,
Shatibah (Xatibah atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian
timur.2 Dan beliau berasal dari Suku Arab Lakhmi. Meskipun Al Shatibi
dinisbatkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana. Karena
kota tersebut sebelumya telah dikuasai oleh orang-orang Kristen atau jatuh
ke tangan Kristen, dan orang-orang Islam telah diusir dari sana sejak tahun

1247 (645 H) atau hampir satu abad sebelum Al Shatibi dilahirkan.

' Imam Al-Syatibi, Al-I tisham, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), hal. xvii

2 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi lIslam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), hal. 378, Ed, 3 Cet, 5

17
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Al Shatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di
ibukota kerajaan Nasr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat
Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan
Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan
umat Islam setempat. Karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah
dengan berdirinya Universitas Granada.’

Dalam bermadzhab, Al Shatibi menganut madzhab Maliki dan
mendalami  berbagai ilmu, baik berupa ‘ulim al-wasa’il (metode)
maupun ‘ulim maqdasid (esensi dan hakikat).* Al Shatibi memulai aktivitas
ilmiahnya dengan belajar dan mendalami :

a. Bahasa Arab dari Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Birri,
Abl Qasim Muhammad ibn Ahmad Al Shatibi dan Abua Ja’far al-
Shagwari.

b. Hadis dari Aba Qasim ibn Bina dan Shamsuddin al-Tilimsani.

c. llmu kalam dan falsafah dari Aba ‘Alf Mansiar al-Zawawi.

d. llmu ushul figih dari Abt ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad bin
Ahmad al-Miqarri dan Aba ‘Abdillah bin Ahad al-Sharif al-Tilimsani.

e. llmu sastra dari Abtu Bakar al-Qarshi al-Hashmi
Di samping ia bertemu langsung atau belajar langsung kepada

gurunya di atas, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan

mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang

sufi, Abu ‘Abdillah ibn ‘Ibad al-Nasfi al-Rundi.

3 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 379
4 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet ke-1, (Jogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), h. 278
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Walaupun Al-Syatibi banyak mempelajari ilmu, namun ia lebih
berminat terhadap bahasa Arab, khususnya ushul figih. Karena metode dan
falsafah figih Islam merupakan faktor penentu terhadap kekuatan dan
kelemahan figih dalam menanggapi perubahan sosial.

Pemikiran Al Shatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiyahnya
yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

a. Karya-karya yang tidak diterbitkan yaitu, Sharh jalil ‘ala Al-Khulasah fi
An-Nahw, Khiyar Al-Majalis (syarh Kkitab jual beli dari sahih Al-
Bukhari), Syarh Rajz Ibn Malik fi An-Nahw, ‘Unwan Al-Ittifaq fi ‘Ilm
Al-Ishtigaq, dan Usul Al-Nahw.

b. Kelompok kitab yang diterbitkan yaitu, Al-Muwafaqat fi Usal Al-
Sharr’ah, Al I’tisam , dan Al Ifadat wa Al Irsyadat.

Kehidupan Politik

Al Shatibi hidup pada masa, di mana Granada pada saat itu banyak
terjadi perubahan baik dari segi sosio-religius, politik, ekonomi dan hukum
yang berpengaruh terhadap pola pikir Al Shatibi.

Dari segi politiknya, Al Shatibi Dari aspek politik, perubahan sosial
yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berkhirnya masa chaos pada abad
ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya
perkembangan Kristen di Barat Muslim. Dari penelitian Muhammad
Khalid Mas’ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan
stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya

menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara
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dan rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu
mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, friksi-
friksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan. Kedua, selalu memegang
kendali kekuatan militer di internal kerajaan.

Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu
manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan
yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini
terlinat dengan lahirnya karya-karya masterpiece para intelektual muslim.
Di Afrika Utara, Ibnu Khaldan (784 H/ 1382 M) menulis filsafat sejarah, di
Syiria, Ibnu Taimiyyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori
hukum, di Persia, al-‘Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni,
dan di Spanyol, al-Syatibi memproduksi filsafat hukum Islam.

Beberapa tahun sebelumnya, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidan
menyebabkan chaos politik di Spanyol. Dalam kondisi krisis ini ada dua
tokoh yang mucul ke panggung politik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al
Ahmar di Arjona. Ibn Huad adalah rival politik Ibn Ahmar setelah
runtuhnya dinasti Muwhhidan. Setelah sempat menguasai sejumlah kota
seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar Spanyol, Ibn
Hud dilantik oleh penguasa dinasti ‘Abasiyyah yaitu al-Muntasir Billah.
Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk
kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamirkan kemerdekaannya
pada tahun 634 H dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan

menyandang gelar al-Ghalib Billah. Al-Ghalib Billah yang menjadi cikal
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bakal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat
pemerintahan.

Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti
bertahan sampai dua abad. Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang
Kristen, Ferdinand Il penguasa Castille, ditandai  dengan
ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau genjatan senjata pada tahun
643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku
Afrika dan meminta back up kekuatan Bani Marin di Maroko, sebagali
dinasti terkuat pasca dinasti Muwahhidin. Kondisi strategis ini bertahan
hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu al Ghani Billah atau
Sultan Muhammad V.

Di masa Ghani Billah, fugaha memiliki posisi kuat dalam konstelasi
perpolitikan. Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol.
Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa mazhab Maliki menjadi
mazhab negara waktu itu. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat
Granada tidaklah sekonservatif para elit ulamanya di strukutur politik.
Masyarakat cukup inklusif dan fleksibel dalam relasi sosialnya, mengingat
interaksinya dengan orang-orang Kristen cukup intens baik dalam relasi
sosial maupun bisnis.

Status quo para fugaha dengan otoritas syari’ahnya ini mendapat
perlawanan dengan bermunculannya gerakan-gerakan tasawuf, filsafat dan
teologi. Tiga orang dari gerakan tasawuf, Abt Bakar Muhammad dari

Cordova, Ibn al-‘Arif dari Almeria dan Ibn Barrajan dari Seville berhasil
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ditumpas. Ibn Barrajan mengkritik fugaha Maliki yang sangat mengabaikan
hadis. Gerakan-gerakan ini juga kelak mempengaruhi kedinamisan
pemikiran Al Shatibi. Terlihat ketika Al Shatibi, meskipun Muhammad
Makhlaf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang
Andalus, tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk
madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu.
Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering memuji Abta Hanifah dan
ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqgat fi Usal al Shari‘’ah sendiri disusun
oleh Al Shatib1 dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat
itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Salah satu yang menjadi sorotan Al Shatibi pada saat itu adalah
tingginya tingkat ta ‘asub ulama Granada terhadap madzhab Maliki sampai
menyebut sesat setiap orang yang tidak bermadzhab Maliki dan
menjadikannya sebagai madzhab negara.® Sehingga hubungan Al Shatibi
dengan ulama Granada pada saat itu menegang, terbukti setiap Al Shatibi
mengeluarkan fatwa halal, mereka berfatwa haram, berfatwa tanpa melihat
makna dibalik nas yang mendasarinya. Hal ini mengakibatkan Al Shatibi

dikucilkan oleh ulama Granada pada saat itu.

5 Muhammad Fadhil bin Asyur, 4’lam al-Fikr al-Islamy, (Tunisia: Maktabah an-Najah, t.th),

him.10.
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B. Konsep Magasid Shari’ah al Shatibi

Magqasid Shari’ah adalah konsep untuk mengetahui Hikmah (nilai-nilai
dan sasaran shara’ yang tersurat dan tersirat dalam Al qur’an dan Hadits). yang
ditetapkan oleh al-Shari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum
tersebut adalah satu, yaitu mas/ahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat
manusia baik di dunia (dengan mu ‘amalat) maupun di akhirat (dengan ‘agidat
dan ‘ibadat).

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk
mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh
hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah, jika
keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat
dinamakan Hukum Islam.® Hal senada juga dikemukakan oleh al Shatibi, la
menegaskan bahwa bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah
untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat,” tak satupun
hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai
tujuan sama juga dengan taklif ma la yutag (membebankan sesuatu yang tidak
dapat dilaksanakan).

Dalam al Muwafaqgat, al Shatibi membahas masalah Magdasid Shari’ah
secara khusus di juz dua. Beliau mengklasifikasikan Magasid menjadi dua

macam:

% lon Qayyim, I’lam al-Muaqi’in Rabb al- ‘Alamin, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th, Jilid 111.), him.3
7 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al Shari’ah, him. 04
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1. Magqasid al Shari’

Magqgasid al Shari‘ adalah tujuan Shari’ atau pembuat hukum yang
dalam hal ini adalah Allah SWT dalam membentuk suatu Hukum. Tujuan
syari’ membuat syari’ah ada empat tujuan:

a. Tujuan awal pembuatan syariah;
Dalam tujuan pertama ini terdapat masalah-masalah terkait:
1) Magasid itu adakalanya Dlariariyyah, Hajiyyah dan Tahsiniyyah
Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala
prioritas. Urutan level ini secara hierarki akan terlihat kepentingan
dan siknifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain
saling bertentangan.
Dalam konteks ini, level Dlaririyyat menempati peringkat
pertama disusul Hajiyyah dan Tahsiniyyah:

a) level Diarariyyat adalah perkara yang harus dilakukan untuk
menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, sekira jika tidak
dilaksanakan maka keberlangsungan kemaslahatan di dunia ini
akan terganggu bahkan akan menimbulkan kerusakan dan
kehilangan nyawa. Tujuan menjaga level ini adalah berupaya
untuk memelihara kelima misi hukum Islam. Kelima misi
(Magasid Khamsah) dimaksud adalah memelihara Agama, jiwa,
keturunan, harta, dan akal,® dalam hierarki yang lain al Ghazali

mengurutkan seperti ini: agama, jiwa, aqal, keturunan dan

8 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqgat Fi Usil al Shari’ah, him. 08
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harta,’. Ajaran di balik Islam selalu tidak pernah terlepas dari
kelima visi tersebut baik untuk mewujudkannya maupun
menjaga keberlangsungannya sebagaimana berikut:

(1) Hifd al Din (menjaga agama)

Islam menentukan agama sebagai sesuatu yang penting
dalam kehidupan manusia sampai Allah menyebut penciptaan
manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Sang Pencipta
dikarenakan agama adalah suatu kebutuhan primer bagi
manusia untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan tentram
dan bahagia, sampai dikatakan oleh seorang: ‘“saya
menemukan sekelompok manusia tanpa ilmu, kesenian dan
filsafat tetapi saya tidak pernah menemukan sekelompok
manusia tanpa agama dan kepercayaan.” Oleh karena itu
syari’at Islam menjaga agama dan kepercayaan baik dari segi
mewujudkan maupun melestarikan dan menjaganya.
Pertama, dari segi mewujudkannya;

(a) Islam menetapkan dasar dan rukun iman, seseorang
diwajibkan mempercayai Allah, para utusan-Nya, kitab-
kitab suci-Nya, malaika-malaikat-Nya, adanya hari akhir,
serta ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk.

(b) Kepercayaan di atas juga didasari dengan dalil-dalil yang

ilmiah dan rasional, sehingga ajakan Islam kepada

% Abli Himid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usil, (Beirut: Dar
al-Fikr, t.th), him. 20
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manusia untuk selalu mengamati dan merenungkan
apapun.

(c) Islam juga menetapkan dasar-dasar dan rukun-rukun
ibadah Islam berupa shalat, zakat, puasa dan haji sebagai
wujud adanya hubungan antara hamba dengan Tuhannya
setelah ia bersyahadat dan meyakini semua rukun iman
diatas.

(d) Islam mengharuskan umatnya untuk selalu menyerukan
ajaran Islam kepada orang lain dan selalu menjaganya.

Kedua, dari segi menjaganya;

(a) Adanya perintah jihad untuk memperkuat agama,
melawan para musuh dan menjaga keyakinan.

(b) Pensyari’atan adanya hukuman bagi orang yang murtad
dari Islam agar seseorang serius dalam berkeyakinan
Islam.

(c) Adanya komitmen baik mempelajari pengetahuan-
pengetahuan Islam maupun mempraktekkannya, sehingga
agama hidup dalam setiap jiwa.'°

(2) Hifd al Nafs (menjaga jiwa)

Pertama, dari segi mewujudkannya; Islam mensyari’atkan

adanya perkawinan untuk mewujudkan nyawa-nyawa baru

dan berkembangbiak untuk meramaikan alam semesta dan

19 Kementerian Wakaf Arab Saudi, Maqdsid al Shari’ah al Islamiyyah, (Maktabah Syamilah),
him: 7-)¥
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Islam membicarakan hubungan suami istri sebagai hubungan

yang suci.

Kedua, dari segi menjaganya;

(@) Islam mewajibkan kepada manusia untuk menjaga
nyawanya dengan makan, minum, berpakaian dan
bertempat tinggal. Sehingga jika seseorang dalam kondisi
yang terpaksa harus memakan barang haram maka
diperbolehkan.

(b) Mewajibkan kepada pemerintah untuk menjaga keamanan
setiap individu rakyatnya dengan diadakan Lembaga
Peradilan, Kepolisian dan lain sebagainya

(c) Pensyari’atan rukhsah dalam kondisi mashaqgah bagi
manusia, seperti adanya keringanan untuk tidak berpuasa
bagi orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan.

(d) Islam mengharamkan segala jenis tindak pidana
pembunuhan baik bunuh diri maupun membunuh orang
lain. Sehingga adanya konsekuensi Qisas bagi orang yang
telah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja,
dan konsekuensi Diyat dan Kafarat untuk pembunuhan

yang tidak sengaja.!!

' Kementerian Wakaf Arab Saudi, Magasid al Shari’ah al Islamiyyah, him: Y¢-18
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(3) Hifd al Agl (menjaga akal)

Dalam Islam akal sangatlah penting sebagai dasar

pertanggungjawaban, dan dengan akallah manusia menjadi

mulia dan unggul dibanding makhluk lain sehingga Allah
memasrahkan bumi kepada manusia sebagai Khalifah Allah.

Sehingga Islam menjaga akal manusia dengan cara-cara

berikut ini:

(a) Islam mengharamkan segala sesuatu yang berdampak
negatif pada akal baik sampai menghilangkannya atau
hanya sekedar melemahkan daya ingatnya, seperti
minuman keras, sabu-sabu dan lain sebagainya. Sehingga
Islam  memberikan hukuman bagi orang yang
mengkonsumsi miras dikarenakan dampak dan akibatnya
yang membahayakan baik kepada personal pelakunya
maupun kepada masyarakat umumnya.

(b) Islam mendidik akal manusia untuk selalu mandiri dalam
merasio dan menggali ajaran-ajaran Islam, sehingga Islam
melarang seseorang taqlid buta dalam beragama tanpa
mempunyai landasan dalil baik yang teks maupun rasio.

(c) Membebaskan akal dari mitos dan tahayul. Sehingga Islam
mengharamkan sihir, perdukunan dan klenik dikarenakan

itu semua bisa menyia-nyiakan fungsi akal manusia.
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(d) Membuka pintu ijtihad lebar-lebar untuk menggali hukum-
hukum baru seperti menggunakan Qiyas, Maslahat,
Istihsan dan lain sebagainya.'?

(4) Hifd al Nasl (menjaga keturunan)

Yang dimaksud di sini adalah menjaga habitat manusia di

muka bumi dengan cara berkembang biak, sehingga Islam

selalu berusaha melestarikan perjalanan manusia di bumi ini
sampai hari kiamat. Untuk mewujudkannya Islam
mengaturnya dengan:

(a) Adanya syari’at perkawinan dan memotivasi manusia
untuk melakukannya dengan tujuan mewujudkan
keturunan baik yang bisa meramaikan alam semesta dan
menjaganya sebagai Khalifah Allah.

(b) Mewajibkan orangtua untuk mendidik dan memberi
nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka benar-benar
bisa mandiri mencari nafkah sendiri.

(c) Islam menjadikan hubungan suami istri didasarkan pada
keinginan sendiri dan saling rela antar kedua pihak,
sehingga perkawinan bisa terus harmonis yang juga
berdampak pada keturunan mereka.

(d) Islam juga mengatur adab dan tatakrama dalam hubungan

antara laki-laki dan perempuan seperti menjaga pandangan

12 Kementerian Wakaf Arab Saudi, Magasid al Shari’ah al Islamiyyah, him: 19-23
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mata antar lawan jenis, tidak berduaan antar lawan jenis
tanpa adanya mahram, dan kewajiban menutup aurat di
hadapan lawan jenis. Hal ini semua dikarenakan Islam
ingin menjaga nafsu manusia untuk melahirkan keturunan-
keturunan yang tidak sesuai aturan Islam.

(e) Islam mengharamkan zina dan Qadhaf dengan
memberikan sanksi kepada pelakunya sebagai langkah
pencegahan. '?

(5) Hifd al Mal (menjaga harta)

Islam memahami kecenderungan watak manusia menyukai
harta sehingga Islam memperbolehkan manusia untuk
memuaskan watak tersebut, hanya saja Islam mengatur dan
menunjukkan jalan seseorang menggunakannya sehingga
manusia bisa memperoleh kebaikannya. Media untuk
menjaganya adalah sebagaimana berikut:

Pertama, dari segi mewujudkannya;

(a) Islam memotivasi manusia untuk mencari sumber
penghidupan dan jika dilakukan dengan niat dan cara yang
benar maka Islam juga menganggapnya sebagai ibadah
dan pendekatan diri kepada Allah.

(b) Diperbolehkan melakukan transaksi apapun yang tidak ada

unsur merugikan pihak lain, sehingga kedatangan Islam

13 Kementerian Wakaf Arab Saudi, Magasid al Shari’ah al Islamiyyah, him: 24-26
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tidak menafikan semua transaksi yang sudah ada
sebelumnya melainkan menetapkan dengan aturan-aturan
yang tidak merugikan pihak lain; seperti jual beli,
persewaan, pegadaian, dan lain sebagainya.

Kedua, dari segi menjaga dan melestarikannya;

(@) Islam membatasi pembelanjaan harta dengan batasan
kemaslahatan umum, sehingga Islam mengharamkan
mencari harta dengan cara yang tidak disyariatkan dan
bisa merugikan pihak-pihak lain; seperti riba.

(b) Islam juga mengharamkan dan memberikan sanksi
pelanggaran atas harta orang lain seperti pencurian,
perampokan, dan penipuan.

(c) Islam melarang tabdhir (boros) dan memberikan harta di
jalan yang tidak disyari’atkan dan memotivasi untuk
memberikannya di jalan kebaikan untuk kepentingan
sosial.

(d) Islam juga menjaga harta orang-orang yang tidak bisa
membelanjakan hartanya dengan baik seperti anak kecil
sampai ia bisa membelanjakannya dengan bijak.

(e) Islam mengatur segala transaksi harus didasari dengan

prinsip saling rela, sehingga Islam mengharamkan praktek
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perjudian dan segala transaksi yang mengandung

spekulasi.'

Kelima visi Islam di atas terjadi baik dalam masalah
ibadah, mu’amalah maupun adat istiadat dan jinayat. Dalam
masalah ibadah kita harus memelihara agama seperti
memperkuat keimanan dengan mengucapkan kedua syahadat,
shalat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Dalam masalah
mu’amalah misalnya, kita harus menjaga keturunan, harta, dan
juga menjaga jiwa dan agal seperti adanya aturan akad dalam
jual beli dan perkawinan. Sedangkan dalam masalah Adat, tentu
bertujuan untuk memelihara jiwa dan akal seperti halnya
memperoleh sandang, pangan dan papan. Dalam masalah jinayat
atau hukum pidana Islam untuk mencegah kerusakan maslahat
dan ketidakseimbangan dalam kehidupan seperti adanya aturan
Qisas, diyat, had dan lain sebagainya.

b) level Hajiyyah dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan di
mayoritas masyarakat yang tidak sampai mendatangkan
kerusakan dan mengganggu kemasalahatan umum jika tidak
dilakukan. Level ini juga berlaku dalam masalah ibadah,
mu’amalah, jinayat dan adat. Dalam masalah ibadah seperti
adanya aturan rukhsah untuk menghilangkan kesulitan sebab

sakit dan perjalanan, dalam masalah mu’amalah seperti

14 Kementerian Wakaf Arab Saudi, Magasid al Shari’ah al Islamiyyah, him: 27-32
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munculnya akad girad dan salam untuk menghilangkan kesulitan
dalam hal jual beli.

c) level Tahsiniyyah, adalah kebutuhan yang menunjang
peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan
dihadapan Allah Swt. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur
Agama, aspek Dlaruriyyamya antara lain mendirikan Shalat,
shalat merupakan aspek Dlarariyyat, keharusan menghadap ke
kiblat merupakan aspek Hajiyyah, dan menutup aurat
merupakan aspek Tahsiniyyah.'®

2) Magasid Dlaririyyah di dalam syari’at adalah asal bagi Magasid

Hajiyyah dan Tahsiniyyah.

Jika terjadi kekacauan atau ketidakseimbangan dalam
Magasid Dlarariyyah, maka dapat dipastikan Magasid Hajiyyah
dan Tahsiniyyah juga pasti akan ikut terganggu, akan tetapi
terkadang kekacauan dalam Magasid Tahsiniyyah  dapat
mengganggu keberlangsungan Magasid Hajiyyah, dan kekacauan
dalam Magqgasid Hajiyyah dapat menggangu Magasid Dlaririyyah.
Sehingga keberlangsungan Magasid Dlaririyyah akan terwujud
jika seseorang juga menjaga Maqasid Hajiyyah dan Tahsiniyyah.

Dalam pembahasan ini terbagi menjadi lima macam

keberlangsungan Magqasid:

15 Asafri Jaya Bakri, Konsep magashid syari‘ah menurut al-Syatibi, (RajaGrafindo Persada, 1996),
him. 72
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a) Magasid Dlariuriyyah adalah asal bagi Maqasid Hajiyyah dan
Tahsiniyyah.

Magasid Dlarariyyah yang ada lima itu adalah asal
dalam magasid-magasid selainnya, jadi jika tidak ada agama
tentu tidak akan ada hari pembalasan amal perbutan, jika tidak
adanya nyawa seseorang tentu tidak akan ada orang yang
mengamalkan agama, jika agal tidak ada maka bagaimana
seseorang dituntut beragama, jika tidak ada keturunan maka
juga keberlangsungan suatu tradisi akan berhenti dan jika tidak
ada harta tentu seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Sehingga keberlangsungan Magasid Dlarariyyah adalah
priortitas utama yang jika dengan melaksanakan Magasid
Hajiyyah dan Tahsiniyyah, Magqasid Dlarariyyah menjadi
mashaqgah maka harus dihilangkan, seperti halnya shalat pada
posisi Magasid Dlarariyyah yang karena sakit, seseorang tidak
bisa menjalankan Magasid Hajiyyahnya seperti berdiri maka
bukan berarti kewajiban shalatnya menjadi hilang akan tetapi
shalatnya boleh dikerjakan dengan tidak berdiri. Begitupun
juga dengan Magasid Tahsiniyyah yang menjadi penyempurna
dari Maqgasid Dlarariyyah dan Hajiyyah. Maka dalam hal ini

Magasid Dlarariyyah adalah akarnya dan Magqgasid Hajiyyah
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dan Magasid Tahsiniyyah sebagai cabang-cabang yang
menyempurnakannya sebagaimana sifat dengan mausiifhya.
Hilangnya kewajiban  dalam  melaksanakan  Magasid
Dlarariyyah juga berarti hilangnya kewajiban melaksanakan
Magasid Hajiyyah dan Tahsiniyyah Sebagaimana di poin a
diatas yang telah dijelaskan bahwa Magqasid Dlarariyyah
adalah asal dari magasid lainnya. Sebagai contoh gugurnya
kewajiban shalat bagi orang yang haid menyebabkan hilangnya
perintah menghadap qgiblat, bersuci dari hadas dan najis dan
lain sebagainya yang menjadi Magasid Hajiyyah dan
Tahsiniyyah aturan shalat.

Kekacauan dalam Magasid Hajiyyah dan Tahsiniyyah tidak
mempengaruhi keberlangsungan Magasid Dlaririyyah.
Magasid Dlarariyyah dengan Magasid lainnya itu bagaikan
sifat dan mausafnya, sehingga jika sebagian sifatnya hilang
tidak mengakibatkan hilangnya mausaf kecuali jika sifat
tersebut berada pada posisi yang sangat penting dalam mausif,
seperti rukun-rukun shalat.

Terkadang Kekacauan Magasid Hajiyyah dan Tahsiniyyah
dapat mempengaruhi keberlangsungan Magasid Dlaririyyah.
Diperintahkan menjaga Magasid Hajiyyah dan Tahsiniyyah

untuk menjaga keberlangsungan Maqasid Dlaririyyah.
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Dengan adanya aturan ini sudah jelas bahwa tujuan adanya
Magqasid Hajiyyah  dan  Tahsiniyyah adalah  menjaga
keberlangsungan Magqasid Dlariiriyyah.’®
3) Aspek penentuan maslahat di dunia ini adakalanya melalui adat
dan adakalanya melalui syara’

Jika terbentuknya melalui adat, maka di dunia ini tidak ada
yang murni maslahat dan murni mafsadat, yang ada adalah mana
yang lebih mendominasi dari salah satunya. Sehingga maslahat dan
mafsadat di dunia ini dipahami sebagai mana yang lebih
mendominasi menurut adat. Jika adat menentukan bahwa ia yang
lebih mendominasi adalah maslahat maka itulah yang akan menjadi
norma dan jika yang lebih mendominasi adalah mafsadat menurut
adat maka hal itu harus ditinggalkan.

Jika penentuan maslahat maupun mafsadatnya berdasarkan
syara’ maka itu dapat dipastikan murni maslahat tanpa tercampur
mafsadat baik sedikit maupun banyak, seperti kewajiban beriman
kepada Allah dan menjaga nyawa manusia. Sehingga jika terdapat
indikasi adanya tercampur dengan mafsadat sedikit saja maka

itulah masalahat dan mafsadah yang terbentuk melalui adat.'”

16 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafagat Fi Usil al Shari’ah, him. 13-19
17 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqgat Fi Usiil al Shari’ah, him. 20-21
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4) Maslahat dan mafsadat tidaklah berdasarkan hawa nafsu

Maslahat yang telah ditentukan syara’ kepada manusia yang
ditegakkan dalam kehidupan duniawi itu untuk tujuan kehidupan
akhirat bukan didasarkan pada keinginan hawa nafsu.

Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai
mukallaf terhadap hukum-hukum Allah Swt. Manusia diciptakan
Allah SWT dengan memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu ini sering
membuat manusia melakukan sesuatu tanpa ada batas. Agar
manusia dapat mengawal hawa nafsunya, maka Allah SWT juga
mentakdirkan manusia dengan ketetapan hukum (g &l Uad),

Ketetapan hukum ini bermacam-macam, sebagai contoh
Allah SWT memerintahkan manusia berjihad tujuannya untuk
memelihara agama, Qishas untuk memelihara jiwa, haram zina dan
wajib ‘igab terhadap si pelaku zina berupa rajam atau jilid untuk
memelihara keturunan, dan haram minum minuman yang
memabukkan dan wajib had atas pelakunya adalah untuk
memelihara ‘aqal. had sarigah atau ta’zir terhadap pencuri juga
adalah untuk memelihara harta,

Ketentuan hukum ini semua supaya manusia dapat
mengawasi nafsunya, jangan sampai melampaui batas. Allah swt
juga menetapkan hukumnya melalui ritual-ritual ibadah untuk
mendidik hawa nafsu seperti shalat untuk menghindari perbuatan

keji dan mungkar, puasa untuk tercapai derajat ketakwaan dan lain
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sebagainya. Sebagai bukti Allah mendidik dan tidak mengancam
Nafsu manusia, Allah membolehkan berbuka puasa bagi orang
yang sakit, karena puasa bagi orang sakit akan membuat manusia
merasa kesulitan yang tidak wajarnya (3:taall e 42iall), Ini
disebabkan manusia memang ditakdirkan memiliki nafsu yang
memerlukan makan, sehingga kalau tidak makan akan
menyebabkan manusia tersebut merusak dirinya (mati).'8

Dengan gambaran ini, setiap hukum yang ditetapkan terhadap
manusia pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang biasa disebut
dengan ‘4,4l aalie”, Dengan tujuan-tujuan ini, manusia dapat
mempertimbangkan setiap kondisi dan situasi dalam memilih
sebuah pilihan (ijtihad) akan suatu masalah yang dihadapinya
jangan mengikuti hawa nafsu.

Dari permasalahan ini muncullah kaidah:
8) xall jladd o35 S5y i o3 Nl

Hukum asal bagi setiap hal yang ada manfaatnya adalah

diizinkan dan hal-hal yang mengandung bahaya adalah
dilarang."”

b) S BSU R g0y Y] S0y Bty 51 )3 fllas

Sa) o3y sy el gl

Kemaslahatan akhirat hanya bisa diketahui melalui syara’,
sedangkan kemaslahatan duniawi bisa diketahui dengan
eksperimen, adat istiadat, dan perkiraan yang mempunyai
kredibilitas.?

)

18 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al Shari’ah, him. 29-31
19 Abi Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 31
20 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 37
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5) Tujuan Shari’ dalam memunculkan kemaslahatan dalam
pensyariatan itu bersifat mutlak dan universal, tidak terkhususkan
dalam sebagian aspek dan sebagian tempat.?!

6) Jika dalam syari’at telah ditetapkan Qaidah Kulliyyah untuk
menjaga ketiga Maqgasid ini, maka merupakan suatu keharusan
untuk menjaga hal-hal yang bisa menegakkannya, vyaitu
melaksanakan Qaidah-Qaidah Juz'iyyat. Hal ini sebagaimana
dalam permasalahan gisas bagi tindak pidana pembunuhan yang
mengakibatkan bertambahnya korban jiwa dalam hukuman ini,
akan tetapi hal ini bertujuan untuk tetap menjaga Qaidah Kulliyyah
dari menjaga nyawa manusia sebagai ‘ibrah dan contoh bagi yang

lain untuk tidak melakukan hal serupa.??

b. Tujuan pembuatan syari’ah agar bisa dipahami;

Dalam menetapkan syari’atnya, Syari’ bertujuan agar mukallaf
dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua. Ada dua hal
penting yang dibahas dalam bagian ini:

1) Syari’ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman-
Nya:

=

g

3 Toshais 38040 e Gt Al
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf: 2)

21 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al Shari’ah, him. 41
22 Abil Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 47
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Oleh kerena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih
dahulu memahami seluk beluk dan uslub bahasa Arab. Dalam hal
ini  Imam Shatibi berkata: “Siapa orang yang hendak
memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah
Arab terlebih dahulu Karena tanpa ini tidak mungkin dapat
memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari
pembahasan masalah ini”. >

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa
Arab, untuk memahami syari’at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain
yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti Ushul Figh, Mantiq,
IImu Ma’ani dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila
bahasa Arab, Ushul Figh termasuk salah satu persyaratan pokok
yang harus dimiliki seorang mujtahid.

2) Syari’at ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat memahaminya
tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu
astronomi, kimia, fisika dan lainnya dikarenakan tujuan pembuatan
syari’ah agar mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.

Syari’ah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa

saja karena ia berpangkal kepada konsep maslahah ( ol soal s

daladl jliel) 24

23 Abil Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al Shari’ah, him. 49
24 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 53
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Selain itu, karena pembawa syari’at itu sendiri (Rasulullah Saw)
adalah seorang yang ummi sebagaimana ditegaskan dalam

firmanNya

"
288 8 2 o

=3 P P e S G n .
basd oS 25 casnle aple 1ok fgee sl e NI g &m A 50

D s Mo W JB e 158 s aesy oSl
Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang
Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada
mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan

Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya
benar-benar dalam kesesatan yang nyata, (QS. al-Jum’at: 2)

C. Tujuan pembuatan syari’ah untuk pembebanan kepada hamba;
Tujuan Shari’ dalam membuat shari’ah agar dijalankan oleh
mukallaf sesuai aturan dan tuntutan dari Shari’. Masalah yang dibahas
dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada
dua masalah pokok yaitu:
1) Taklif yang di luar kemampuan manusia (a! taklif bi ma la yutaq).
Dalam hal ini Imam Syathibi mengatakan: Syarat taklif
(pembebanan syariah) adalah mampu dilakukan. Maka apapun
yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf maka tidak boleh
membebankannya secara syara’ walaupun boleh saja secara aqal.?’
Sehingga jika ada dzahir syara’ yang membebankan kepada sesuatu
yang di luar kemampuan mukallaf, maka hal itu harus juga melihat

apa yang melandasinya dan apa dampak hukumnya. Misalnya,

firman Allah:

25 Abil Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 82
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IR R N T N PR e S B B PRI W |
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati
melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imran: 102)

Ayat ini bukan berarti seorang mukallaf tidak boleh
meninggal dikarenakan itu di luar batas kemampuan manusia, akan
tetapi dalam sepanjang hidupnya harus dalam keadaan Islam,
dikarenakan tidak ada orang yang tau kapan dan dimana dia akan
meninggal, sehingga dia dalam kondisi Islam ketika kembali
kepada Allah.

2) Taklif yang di dalamnya terdapat masyaqah, kesulitan (al taklif bi
ma fihi mashaqqah).

Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh
Imam Syathibi. Menurut Imam Syathibi, Shari® dalam memberikan
aturan kepada hamba-Nya tidak bermaksud untuk menyulitkan,
bukti adanya hal ini adalah firman Allah:

@Cf or T 32X Jis G

dan Dia sekali-kali tidak menjadik/an untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan. (al Hajj: 78)

juga dibuktikan dengan adanya aturan rukhsah atau dispensasi
dalam Islam, seperti keringanan mengqasar shalat dan tidak puasa
dalam perjalanan dan boleh mengkonsumsi barang haram dalam

kondisi terpaksa.?®

26 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 93
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Dalam masalah kesulitan melaksanakan aturan Allah, al
Shatibi membaginya menjadi dua macam:
a) Mashaqqah ‘Adat
Kesulitan macam pertama ini adalah kesulitan yang wajar dan
pasti dirasakan oleh setiap manusia, seperti kesulitan dalam
mencari penghasilan untuk penghidupan yang mau tidak mau
seseorang pasti akan melewati dan merasakannya, begitupun
juga dalam beribadah. Maka mashaqgah kategori pertama ini
tidak dianggap oleh Shari' sebagai mashaggah dikarenakan
manfaat yang diperoleh juga kembali kepada mukallaf itu
sendiri.
b) Mashaqgah Ghair Adat
Kesulitan macam kedua ini adalah kesulitan yang bisa
menyebabkan putusnya seluruh atau sebagian suatu rutinitas
yang berdampak pada diri, harta, dan keadaan sang pelaku
pekerjaan; seperti kesulitan bagi orang yang sakit atau sedang
dalam perjalanan untuk melakukan puasa Ramadhan. Maka
dalam kesulitan seperti ini Shari* memberikan kemudahan, %’
sebagaimana kaidah figh:

i LIZ 224
Suatu kesulitan pasti akan menarik kemudahan

27 Abil Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shart’ah, him. 94
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d. Tujuan pembuatan syari’ah untuk ditaati dan dijalankan;
Dalam tujuan ini dibahas masalah-masalah, seperti;

1) Tujuan pensyari’atan adalah mengeluarkan mukallaf dari dorongan
hawa nafsunya, sehingga ia benar-benar menjadi hamba Alloh
yang selalu tunduk atas perintah-Nya, hal ini didasarkan pada hal-
hal beikut:

a) Sesuai dengan asal penciptaan manusia adalah untuk beribadah
kepada Khalignya.
(D 09 N} Gl ST s s

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku (QS. Al Dzariyat: 56)

b) Telah terbukti berdasarkan eksperimen dan adat istiadat bahwa
Maslahat baik yang bersifat agama dan dunia pasti tidak akan
terwujud dengan menuruti kehendak nafsu. Sehingga suatu
masyarakat akan mengadakan kesepakatan tentang suatu hal
jika mereka menganggapnya benar dan sesuai dengan akal,
inilah yang disebut dengan Sivasah Madaniyyah.*

Dari masalah pertama inilah kemudian muncullah kaidah:

3 03 ) o) 2 e ooy oo s i 08 s 38
by bt 348 523
Setiap perbuatan yang hanya atas dasar mengikuti hawa nafsu

tanpa melihat kepada perintah dan larangan maka itu mutlak
disebut batil.?’

28 Abil Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shart’ah, him. 128-130
29 Abil Ishaq al-Shatibi, Al-Muwdafagat Fi Usiil al Shari’ah, him. 132
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2) Magasid terbagi menjadi dua, yaitu Ashliyyah dan Tabi’ah

Magqasid Shari’ah ada dua macam:

a)

b)

Magasid Asliyyah, yaitu Magasid yang murni tuntutan Allah
kepada hamba-Nya, dikarenakan Magasid ini adalah Magasid
Dlarariyyat yang juga diatur di setiap agama untuk
menegakkan kemaslahatan yang umum dan mutlak, tidak
terbatas dengan suatu kondisi dan waktu tertentu. Magasid ini
terbagi lagi menjadi dua: Pertama, Dlaririyyat ‘Ainiyyah yang
diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk menjaga agamanya baik
dari segi agidah dan amalannya, menjaga jiwanya untuk
keberlangsungan hidupnya, menjaga akalnya untuk bisa
memahami  ajaran-ajaran  Allah  kepadanya, = menjaga
keturunannya agar menjaga tercampurnya nasab keturunannya
serta menjaga hartanya agar empat hal diatas tetap bisa
dilaksanakan. Kedua, Dlarariyyat Kifaiyyat yang dipercayakan
kepada sebagian orang untuk dapat menjaga keberlangsungan
Dlarariyyat ‘Ainiyyah, sebagaimana kewajiban bagi ahli
hukum dan hakim menegakkan hukum untuk bisa menjaga
Dlarariyyat ‘Ainiyyah diatas.

Magasid Tabi’ah, yaitu Magasid yang tujuan pembentukannya
adalah  untuk  menjaga hak-hak  mukallaf  dalam
keberlangsungan hidupnya, seperti diciptakan keinginan untuk

makan dan minum ketika dalam lapar dan haus, diciptakan
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nafsu kepada lawan jenis untuk bisa meneruskan keturunannya.
Maka dapat dikatakan bahwa Magasid kedua ini adalah cabang
dari Magasid Asliyyah, kKalau Magqasid Asliyyah dalam ranah
‘ubtidiyyah murni sedangkan Magasid Tabi’ah ini sebagai
bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Sehingga perintah yang digunakan dalam Magqasid Asliyyah adalah

wajib dikarenakan berdampak pada kemaslahatan umum

sedangkan dalam Magqasid Tabi’ah dikarenakan tergantung pada
masing-masing individu maka tidak diperlukan perintah wajib
untuk mewujudkannya.*

3) Magqasid Dlariariyyat terdapat dua macam:

a) Magasid yang terdapat bagian duniawi yang diinginkan bagi
mukallaf, seperti manusia menegakkan kemaslahatan dirinya,
keluarganya dalam aspek pangan, sandang, papan, dan
mempunyai pasangan hidup serta hal-hal yang dapat
mewujudkannya seperti jual beli, menikah dan usaha-usaha lain
yang merealisasikan kebutuhan-kebutuhan manusiawi.

Dalam macam Dlaririyyat yang pertama ini dikarenakan sudah
ada pendorong yang kuat dalam diri manusia karena sesuai
dengan  kebutuhannya  maka  syara’ tidak  perlu

memerintahkannya dalam bentuk fardlu kecuali jika ada

30 Abi Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 134-137



47

sebagian hak orang lain yang tergantung pada pelaksanaannya
maka syara’ mewajibkannya seperti nafkah istri dan keluarga.
Maka dari sini dapat diketahui pembagian pertama ini terdapat
dua macam; vyakni penegakan maslahat yang tanpa
membutuhkan perantara dari orang lain dan penegakan
maslahat yang hanya bisa terwujud dengan adanya perantara
orang lain seperti menjalankan kewajiban kepada para istri dan
anak-anak dan transaksi jual beli yang pelaksanaannya
berdampak pada hak orang lain diibaratkan seperti sebagian
anggota tubuh yang melakukan sesuatu untuk kepentingan
seluruh tubuh.

b) Magasid yang di dalamnya tidak terdapat bagian yang
diinginkan mukallaf (ta ‘abbudi) baik yang berupa fardlu ‘ain
seperti shalat, puasa, zakat, dan haji ataupun fardlu kifayah
seperti kepemerintahan, peradilan, dan kependidikan yang
pembentukannya untuk kebutuhan kemaslahatan umum. Maka
aturan yang digunakan adalah wajib, haram jika tidak
dilakukan.’!

4) Salah satu tujuan Shari’ adalah aturannya dijalankan secara terus

menerus,*? dalilnya adalah:

31 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al Shari’ah, hlm. 137-140
32 Abi Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 184
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(20 05yl oo o 2o 02l (20 b1 Y]
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu
tetap mengerjakan shalatnya (QS. al Ma’arij:22)

5) Syari’at itu dibuat berdasarkan umumnya keseluruhan mukallaf
Syari’at harus dibuat secara uiversal dengan pengertian bahwa
syari’at tidak hanya di khususkan kepada sebagian mukallaf saja,

hal ini didasarkan atas firman Allah:

Y wUl J:_4==‘ Ug‘b b.:..\.:) J-«.wé wl:.lj 5\3

dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS. al
saba': 28)
Sehingga jika suatu hukum dibentuk atas dasar kemaslahatan
manusia, maka jika hanya terkhususkan kepada sebagian manusia,
maka hal itu belum dapat dikatakan pembentukannya atas dasar
kemaslahatan manusia.>

6) Adat istiadat yang berkembang di masyarakat ada dua macam;
Pertama, adat-istiadat yang memang ada aturan dari syara’ untuk
melakukan atau meninggalkannya. Maka adat istiadat jenis pertama
ini tentu harus dilestarikan selamanya sebagaimana menjaga
syari’at Islam. Kedua, adat istiadat yang berlangsung di masyarakat

tidak terdapat dalil syara’ yang menetapkan atau menafikannya,

maka dalam hal tradisi macam kedua ini dapat diterima dan

33 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al Shari’ah, him. 186
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dijalankan selama tidak bertentangan dengan aturan syara’ yang
sudah ada.**

7) Pembagian adat istiadat yang kedua, bahwa adat istiadat yang
hidup di masyarakat itu adakalanya universal dan adakalanya lokal.
Jika adat istiadat universal tentu tidak akan berubah hanya karena
pergantian zaman, waktu maupun keadaan seperti makan-minum,
susah-sedih, tidur-bangun, dan lain sebagainya maka adat seperti
ini berlaku selamanya yang setiap orang dari satu masa ke masa
yang lain juga akan menghukumi sama. Berbeda dengan adat
istiadat yang sifatnya lokal, maka tentu kita tidak bisa menghukumi
suatu masalah sebagaimana orang terdahulu menghukuminya. Hal
ini dikarenakan adat istiadat universal porosnya kembali kepada
adat kulliyyah abadiyyah yang dibentuk dari sunnah Allah yang
bersifat pasti (gat i) yang tentu tujuan akhirnya untuk kemaslahatan
manusia, sedangkan adat istiadat yang bersifat lokal terbentuk dari
adat juz'iyyah yang hanya didasarkan dari pengetahuan dan
prasangka manusia menanggapi suatu keadaan yang tentu tidak
cocok jika digunakan menghukumi masa dan tempat yang
berbeda®® yang kemudian muncullah kaidah:

6 oY1 fks (&8 25 K

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum itu disebabkan
perubahan zaman”

34 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al Shari’ah, him. 218

35 Abi Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafagat Fi Usil al Shart’ah, him. 226-227

36 Muhammad Sidgi bin Ahmad al Burnu, 41 Wajiz fi idlah Qawai’d al Figh al Kulliyyah, (Riyadh:
Maktabah al-Taubah. Cet. I11. 1994), hal: 255
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yang oleh Hasbi as Shiddieqy perlu juga disempurnakan dengan

J\y—% ASAI\; (juga disebabkan oleh perbedaan tempat dan

keadaan).*’

2. Magqasid al Mukallaf

Berbeda dengan Magasid al-Shari’ yang membahas apa tujuan dibalik

Allah menentukan suatu aturan untuk hamba-Nya, maka dalam pembagian

Magasid kedua ini akan dibahas terkait tujuan mukallaf dalam melakukan

pekerjaannya.

a, bl Jleey)
Tujuan mukallaf dalam melakukan pekerjaannya ditujukan untuk
membedakan antara ibadah baik itu wajib maupun sunnah dan adat
yang adakalanya sahih atau fasid, maka jika bermaksud melakukan
ibadah tentu akan dihitung sebagai amal.
Maka dari sini dapat dipahami bahwa pekerjaan manusia itu ada dua
macam,; Pertama, perbuatan yang berupa adat maka fugaha' sepakat
tidak mensyaratkan niat dalam penentuan keabsahannya, seperti
mengembalikan pinjaman, memberi nafkah kepada keluarga. Kedua,
perbuatan yang berupa ibadah, maka terdapat perselisihan antar ulama’

yang mensyaratkannya dan yang tidak mensyaratkannya.3®

37 Hasbi as-Shiddieqy. Falsafah hukum Islam,(Jakarta: Bulan Bintang. Cet.111. 1993), hal. 444
38 Abi Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 246-248
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b. Yang diharapkan dari mukallaf adalah kehendaknya cocok dengan
kehendak Shari’. Hal ini sudah jelas dapat dipahami dari tujuan
pembuatan syari’at adalah untuk dikerjakan dan esensi manusia
diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam pembahasan
sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tujuan dari Skari’ adalah menjaga
Magasid Dlarariyyat dan hal-hal yang mendukungnya yakni Magasid
Hajiyyat dan Tahsiniyyat. Esensi dari hal ini dikarenakan penciptaan
manusia yang ditujukan untuk menjadi Khalifah Allah di bumi ini
untuk menjaga kemaslahatan dengan sekuat tenaga dan usaha yang
maksimal, minimal buat dirinya sendiri kemudian keluarganya
kemudian setiap orang yang kemasalahatannya tergantung padanya.>’

c. Setiap pekerjaan yang kehendaknya tidak cocok dengan kehendak
Shari’ maka itu dihukumi batil.

Setiap orang yang suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang
disyariatkan untuknya maka ia sama halnya dengan orang yang
menentang syari’at, setiap orang yang menentang syari’at maka tentu
adalah sesuatu yang batil. Jadi setiap pekerjaan yang tidak sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan syari’ adalah batil, dikarenakan
syari’at dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak

mafsadah, maka ketika tidak sesuai dengan aturan syari’at tentu juga

39 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqgat Fi Usiil al Shari’ah, him. 251-252
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tidak dalam rangka mewujudkan maslahat ataupun menolak mafsadah,

dan hal ini jelas batil adanya.*

d. Setiap orang yang mendapatkan taklif untuk menjaga maslahat dirinya
sendiri maka tidak ada kewajiban bagi orang lain untuk mewujudkan
kemaslahatan tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa alasan:

1) Maslahat itu adakalanya Diniyyah Ukhrawiyyah dan Dunyawiyyah.
Jika masalahat itu adalah maslahat keagamaan maka tidak ada
celah untuk mewakilkannya kepada orang lain, dan untuk maslahat
keduniaan masih ada celah jika bukan berupa kemaslahatan yang
fardlu “ain.

2) Jika orang lain juga diperintahkan menjaganya tentu perintah yang
diberikan tidak tertentu pada satu individu saja, kecuali jika tidak
dilakukan akan berdampak kemadlaratan, maka pembebanan
mewujudkan kemaslahatan itu akan gugur darinya dan wajib bagi
orang lain untuk menggantikan posisinya. Oleh karena itu ada
pensyariatan zakat, shadagah, hutang-piutang, dan saling tolong
menolong. Maka dari sini kemudian ada kaidah:

Setiap orang yang tidak diperintankan untuk menjaga
kemaslahatannya sendiri, maka wajib bagi orang lain untuk
mewujudkannya.*!

Hal ini seperti seorang hamba yang kemaslahatan telah dicurahkan

semua untuk tuannya maka wajib bagi tuannya untuk menunaikan

40 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shart’ah, him. 252-253
41 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shart’ah, hlm. 276-277
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kemaslahatannya, begitupun juga dengan seorang istri yang
kemaslahatan dirinya diabaikan untuk melayani suami maka wajib
bagi suami untuk mewujudkan kemaslahatannya dengan adanya

nafkah, sebagaimana Firman Allah:

2 7 s o g - ~ o - 2 -~
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5ol
kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. al-Nisa’: 34)

-

3. Metode Memahami Magqasid Shart’ah
Dalam kaitan dan upaya pemahaman Magasid Shari’ah, menurut al

Shatibi para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dengan cara yang

berbeda-beda:*

b. Ulama yang berpendapat bahwa Maqasid Shari’ah adalah sesuatu yang
abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan, dalam
bentuk lahir teks pandangan ini menolak analisis lewat jalan giyas
(analogi).

c. Ulama yang tidak menempuh pendekatan lahir lafadz dalam
mengetahui Magasid Shari’ah kelompok ini di bagi menjadi dua;
Pertama, ulama yang berpendapat bahwa Magdasid Shari’ah bukan
dalam bentuk dhahir dan bukan pula sesuatu yang dipahami dari

petunjuk dhahir ayat itu. Magasid Shari’ah adalah hal lain yang berada

42 Mogsid Ghozali, Anggitan Magashid Al-Syari’ah Ala Syatibi:sebuah keleidoskop, (Jurnal Lisan
Al-Hal: 1Al Ibrahimy Situbondo, 2002), HIm. 44
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dibalik petunjuk suatu ayat dengan demikian, tak seorang pun dapat
berpegang pada dhahirnya ayat sehingga dapat memperoleh pengertian
Magasid Shari’ah. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa Magasid
Shari’ah harus dikaitkan dengan makna-makna lafad, artinya lafad
harus ditangkap dari sudut maknanya dan apabila ada pertentangan
antara dzahir makna dan nalar maka yang diutamakan adalah pengertian
nalar.

. Ulama yang menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya secara
sekaligus antara dzahir lafad dan pertimbangan makna dengan tidak
merusak dzahir lafadz dan tidak pula merusak kandungan maknanya,
agar syari’ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi.

Dalam memahami Magqdasid Shari’ah al Shatibi termasuk dalam
kelompok ketiga ini. Penilaian ini didasarkan pada tiga cara yang
dikemukakan oleh al Shatibi dalam upaya memahami Magasid
Shari’ah. Tiga cara itu adalah:

1) Melakukan analisis terhadap lafad perintah dan larangan. Karena
setiap lafadz yang mengandung perintah tidak selamanya

merupakan suatu kewajiban, begitu juga lafadz larangan. Contoh:

A1 55 J1 el anladlos o 5L Zood 15 e Gl Gl

T
s ¢

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat
Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan
tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika
kamu mengetahui. (QS. al Jum’at: 9)
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Larangan berjual beli dalam ayat tersebut bukan larangan
sepenuhnya, karena larangan tersebut sebagai ta’kid atau penguat
terhadap perintah bersegera mengingat Allah, tetapi larangan
tersebut dimaksudkan sebagai maksud yang kedua, karena jual beli
bukan hal yang terlarang.*’

2) Kajian terhadap illat (alasan) perintah dan larangan, illat hukum
ada kalanya dapat diketahui secara langsung dan kadangkala tidak
dapat diketahui secaara langsung. Terhadap illat yang sudah
diketahui menurut Syatibi tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti
apa yang ada dalam teks dan terhadap illat yang belum diketahui
ada dua hal yang dilakukan; Pertama, tidak boleh melakukan
perluasan cakupan terhadap apa yang ditetapkan oleh nas. Kedua,
bahwa pada prinsipnya melakukan perluasan itu tidak
diperkenankan namun perluasan ini dapat dilakukan jika
dimungkinkan dapat mengetahui tujuan hukumnya.*

3) Dengan membedakan mana yang Magasid Asliyyah atau Magasid
pertama dengan Magqasid Tabi’ah atau Magasid kedua. Contoh:
tujuan utama (Magasid Asliyyah) dari pernikahan adalah untuk
mengembangbiakan makhluk hidup salah satunya manusia agar
tidak punah hal ini didasarkan pada hadis nabi yang
memerintahkan ~ umatnya  dalam  berlomba-lomba  utuk

memperbanyak umat (anak), sedangkan Magqasid Tabi’ah atau

43 Abi Ishaq al-Shatibi, Al-Muwdfaqat Fi Usiil al Shari’ah, him. 298
4 Dengan Memperhatikan pola diatas tampaknya poin pertama berada pada domain ibadah,
sedangkan poin kedua pada domain muamalah, liat Mogsid Ghozali, HIm. 56
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yang kedua dari sebuah pernikahan adalah untuk menggapai
ketenangan, bersenang-senang dengan pasangan, menjaga diri dari
perbuatan maksiat. Dengan demikian dengan contoh pernikahan
diatas keberadaan Magasid kedua bukan untuk menggantikan
Magasid pertama melainkan justru memperkuat keberadaannya,
meneguhkan hikmah-hikmahnya.** Contoh kedua dalam hal
ibadah, tujuan pokok disyari’atkannya shalat untuk tunduk kepada

Allah, ikhlas menghadap Allah, sebagaimana dalam firman Allah:

8 527 0 £ 26~
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Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak)
selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk
mengingat aku. (QS. Taha: 14)

Magqasid tabi’ah dalam shalat adalah menghindarkan dari perbuatan

keji dan mungkar dan meminta rizki, sebagaimana dalam ayat al-

Qur’an:
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bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al
Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah
dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari
ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (QS.al Ankabut: 45)

4) analisis terhadap Sukiit al-Shari’, mengkaji terhadap permasalahan-
permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh Shari’ hal ini

dibagi menjadi dua bagian:

45 Abi Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usiil al Shari’ah, him. 300-301
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a) Shari’diam karena tidak ada motif yang mendorongnya untuk

bertindak dengan menetapkan suatu ketentuan hukum.
Contoh: penerapan hukum terhadap masalah-masalah yang
muncul setelah Nabi wafat, dimana hal tersebut tidak terjadi
sebelumnya dan butuh pemikiran dari ahli Syari’ah,
seperti pengkodifikasian Al-Qur’an dan pembukuan ilmu.

b) Shari’ secara sengaja diam sekalipun ada motif yang
mendorongnya untuk bergerak menetapkan hukum. Sikap ini
menurut al Shatibi harus dipahami bahwa suatu hukum yang
diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan tuntunan
yang sudah ditetapkan oleh Shari’ tanpa perlu untuk
menambah dan mengurangi syari’ah karena manusia tidak
memiliki otoritas untuk menciptakan syari’ah baru. Sebagai
contohnya yaitu sujud syukur dalam madzhab Maliki, beliau
menetapkan dari hadits riwayat ’Utaibah dan Ibnu Nafi’,
bahwa ketika seorang laki-laki datang dalam keadaan senang
dan bertanya kepada Imam Malik, maka menyuruhnya untuk
bersujud syukur. Hal ini didasarkan pada Abu Bakar yang

melakukan sujud syukur pada perang Yamamah.*

46 Abii Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usil al Shari’ah, him. 311



BAB IlI
KETENTUAN KEABSAHAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
1. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukannya

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan
sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan
Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman
fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum,!
kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan
yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso
Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres
perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang
keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat
Islam. Keburukan-keburukan yang dimaksudkan vyaitu antara lain:
perkawinan kanak-kanak (anak di bawah umur), kawin paksa, poligami,
talak sewenang-wenang dan lain-lain. Sementara menurut Khoiruddin
Nasution respon perempuan Indonesia terhadap praktek perkawinan
hukum Islam khususnya mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami
isteri disebabkan oleh ketentuan yang mengatur bahwa; suami berhak

menahan isteri untuk tetap di rumah, isteri wajib patuh kepada suami,

! Hilman Hadikusuma,Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum
Agam, (Bandung: Mandar Maju, cet. I, 1990), him.4-5
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suami berhak memberikan pelajaran kepada isteri, isteri wajib memenuhi
kebutuhan seks suami.> Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan
pada dewan rakyat (volksraad).?

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri
Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia
Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat
Islam. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada
Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan
penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk
DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja
Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi
Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan
Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI,
1963).* Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya
mengundangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam,
namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil.
Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang
Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian
DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke

pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-

2 Bandingkan antara Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di
Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), him. 9 dan Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi
Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara
Muslim (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), him. 285

3 Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, him. 9

4 Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, him. 10
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undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa
pada rentang waktu tahun 1972-1973 berbagai organisasi gabungan terus
memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.’

Simposium lkatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal
1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-
Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-
Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah
satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar
mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam
dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Tuntutan yang
kedua dari Organisasi Islam Wanita Indonesia adalah menyarankan kepada
segeap anggota DPR RI hasil Pemilu agar menempuh segala cara yang
dimungkinkan oleh peraturan tata tertib DPR RI untuk melahirkan kedua
RUU perkawinan yang diajukan pemerintah.® Selanjutnya organisasi
Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan
Umat Islam vyaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah
mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.7 Akhirnya,
setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru,
dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah

menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang

5> Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, him. 10

¢ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, him. 24

7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. I, cet. | (Jakarta:
Kencana, 2006), him. 4
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terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.® RUU ini
mempunyai tiga tujuan; Pertama, memberikan kepastian hukum bagi
masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang,
perkawinan hanya bersifat judge made law. Kedua, untuk melindungi hak-
hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum
wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan
zaman.’

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut
disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973.
Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-
wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi
ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di
samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul
kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan
bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan
ke DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang
agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut. '

Menurut Hasan Kamal, setidaknya tedapat 11 pasal yang
bertentangan dengan ajaran Islam (figih munakahat), yaitu Pasal 2 ayat (1),

Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal

8 Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, him. 27
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia..., him. 111
10 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, him. 4-5.
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11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 46 ayat (c)
dan (d), Pasal 62 ayat (2) dan (6).!!

Pasal-pasal yang diperdebatkan oleh para anggota DPR (terutama
dari PPP) dan para pemuka agama adalah pencatatan sebagai syarat sah
perkawinan. Pencatatan perkawinan telah diundangkan oleh pemerintah
dengan pemberlakuan UU No 32 Tahun 1946. Aka tetapi, dalam UU
tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan.
Akan tetapi, pihak yang menikah tanpa dicatat akan didenda Rp. 50; dan
pegawai pencatat perkawinan (PPN) vyang tidak menjalankan
kewajibannya diancam dengan sanksi kurungan 3 bulan atau denda sebesar
Rp. 100.

Secara implisit, dapat dipahami bahwa perkawinan tanpa dicatat oleh
PPN adalah sah. Akan tetapi, laki-laki yang melakukan perkawinan tanpa
dicatat oleh PPN akan dikenai sanksi berupa denda. Dalam RUU
perkawinan dinyatakan secara ekplisit bahwa salah satu syarat sah nikah
adalah pencatatan oleh petugas pencatat nikah. Bunyi pasal 2 (2) RUU
Perkawinan adalah:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan petugas pencatat
perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai
tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini
dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan

perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam pasal 2 (1) RUU Perkawinan, terdapat syarat sah perkawinan, yaitu:

! Dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Studi KritisPerkembangan Hukum Islam dari Figih, Undang-Unang Nomor 1 tahun 1974 sampai
KHI), (Jakarta: Kencana, cet. I, 2004), him. 24
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(a) Perkawinan harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan;
dan (b) Perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat dalam catatan
perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat

perkawinan dinyatakan tidak sah atau batal.

Pasal 2 (1) RUU Perkawinan mendapat sorotan dari banyak pihak.
Sorotan datang antara lain dari Teuku H.M. saleh (PPP) yang menyatakan
bahwa pencatatan sebagai syarat sah perkawinan di anggap mengabaikan
syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan oleh ulama dalam berbagai
kitab figih. Dengan kata lain, pemerintah dianggap telah menjadikan
pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan yang pokok;
sedangkan syarat sah yang ditentukan oleh ulama dalam kitab-kitab figih
dianggap sebagai syarat pelengkap.

Di antara pasal-pasal RUU Perkawinan lain yang tidak sesuai dengan
syari’at Islam adalah:

a. Dua Kkali cerai antara suami isteri menjadi penghalang untuk
dilangsungkan perkawinan yang ketiga;

b. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang perkawinan;

c. Waktu tunggu (iddad)bagi wanita yang dicerai suaminya adalah 396
hari; dan waktu tunggu bagi wanita hamil adalah 40 hari setelah
melahirkan anaknya;

d. Bila pertunangan itu mengakibatkan kehamilan, maka pihak pria

diharuskan kawin denga wanita itu, jika disetujui oleh pihak wanita;
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e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan sebagai anak
angkat dan orang tua angkat atau anak-anak dari orang tua angkat;

f.  Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sah
dari suami-isteri yang mengangkatnya; dan

g. Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga anak
yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas
dan ke samping.

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan
umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban
dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September
1973.'2 Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa
memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.

Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah
dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah.
Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara
lain:'3
a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau

ditambah.
b. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah

ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-

12 Fraksi-fraksi yang terlibat yaitu ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan.
Lihat Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, him. 27

13 Bandingkan: Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, him. 5, dengan
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., him. 24-25
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undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan
tidak akan diadakan perubahan.

c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin
disesuaikan dengan undang-undang perkawinan yang sedang dibahas
di DPR segera akan dihilangkan.

Dalam laporan Panitia Kerja RUU Perkawinan pada tanggal 22
Desenber 1973 yang disampingkan oleh ketuanya, Djamal Ali, Panitia
Kerja telah berhasil menyepakati dua pasal, yaitu Pasal 1 dan dua.
Rumusan pasal 1 yang disepakati oleh Panitia adaah:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan rumusan Pasal 2 yang disepakati oleh Panitia Kerja
adalah:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-undangan yang
berlaku.

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR
terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh)

pasal, seperti dicatat sebelumnya.'* Sedang rancangan semula yang

diajukan pemerintah ke DPR vyaitu terdiri dari 73 pasal.'>

4 Yaitu undang-undang Perkawinan yang berlaku sampai saat sekarang ini yang diundangkan
pada tanggal 2 januari 1974, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.
3019. lebih lanjut lihat C.S.T. Cansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, him.
222

15 C.S.T. Cansil, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, him. 222
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2. Cakupan Hukum Perkawinan dalam UU. No.1 Tahun 1974

Undang- undang No. 1 tahun 1974 terdiri dari 14 bab, dan 67 pasal.

Mengenai sistematika UU No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

a.

b.

C.

Bab Pertama Dasar Perkawinan (pasal 1- 5)

Bab Kedua Syarat- syarat Perkawinan (pasal 6- 12)

Bab Ketiga Pencegahan Perkawinan (pasal 13- 21)

Bab Keempat Batalnya Perkawinan (pasal 22- 28)

Bab Kelima Perjanjian Perkawinan (pasal 29)

Bab Keenam Hak dan Kewajiban Suami Istri (pasal 30- 34)

Bab Ketujuh Harta Benda dalam Perkawinan (pasal 35- 37)

Bab Kedelapan Putusnya Perkawinan serta Akibatnya (pasal 38- 41)
Bab Kesembilan Kedudukan Anak (pasal 42- 44)

Bab Kesepuluh Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak (pasal
45- 49)

Bab Kesebelas Perwalian (pasal 50-54)

Bab Keduabelas Ketentuan- Ketentuan Lain

1) Bagian Pertama Pembuktian asal usul anak (pasal 55)

2) Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia (pasal 56)

3) Bagian Ketiga Perkawinan campuran (pasal 57- 62)

4) Bagian Keempat Pengadilan (pasal 63)

m. Bab Ketigabelas Ketentuan Peralihan (pasal 64- 65)

n.

Bab Keempatbelas Ketentuan Penutup (pasal 66- 67)
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B. Kompilasi Hukum Islam

Ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam, para penyusunnya tidak
secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam tersebut.
Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunan Kompilasi
Hukum Islam dimaksud, Abdurrahman (pakar ilmu hukum Indonesia
kontemporer) menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari
berbagai kitab yang ditulis oleh ulama figh yang bisa dipergunakan sebagai
referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta
dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan
kompilasi.'®

Lebih lanjut Abdurrahman mengemukakan bahwa materi atau bahan-
bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu,
kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-
undangan. Bahkan ini kemudian ditetapkan bentuknya melalui sebuah
keputusan Presiden untuk selanjutnya dapat digunakan oleh hakim Pengadilan
Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang
diajukan kepadanya.!’
1. Latar Belakang dan Sejarah Pembentukannya

Ide awal pembentukan KHI itu sebenarnya ada pada tahun 1970-an,

yaitu setelah lahirnya UU No.14 Tahun 1970, terutama mengenai maksud

16 Nasrun Harun, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), him. 968.
17 Nasrun Harun, Ensiklopedi Hukum Islam, him. 968.
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pasal 10 ayat (1)nya.'® Pasal ini mengamanatkan tentang adanya
kedudukan Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem nasional, juga
mempunyai kesetaraan dengan tiga pengadilan lainnya di Indonesia, juga
ditentukan bahwa aspek organisatoris, administratif, dan finansial berada
dibawah kekuasaan Departemen Agama, sedang aspek judikatif berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Maka pihak Departemen Agama dan Mahkamah Agung merasa
berkepentingan untuk mempersiapkan tugas masing-masing terutama
menyangkut hukum acara dan hukum materilnya. Khususnya menyangkut
hukum materilnya direncanakan melahirkan kitab pedoman hukum yang
sifatnya unifikatif, yaitu adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk
semua Pengadilan Agama, dan kodifikatif, yaitu kitab pedoman hukum
tersebut bersifat tertulis, dan terhimpun dalam satu kitab hukum formal.
Kitab tersebut adalah KHI."

KHI sebagai kitab hukum formal yang unifikatif dan kodifikatif
tersebut sangat diperlukan dan sifatnya segera mengingat pada masa
sebelumnya tidak terdapat keseragaman keputusan antar Pengadilan
Agama, karena para hakim senantiasa berbeda pendapat dalam mengambil

kesimpulan meskipun dalam kasus yang sama. Kenyataan seperti ini

18 Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia (Medan IAIN
Press, 1995), him. 12.

19 pagar, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris
Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (Bandung : CitaPustaka, 2007), him. 44.
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terjadi hampir merata pada setiap persoalan. Dengan kenyataan ini maka
prinsip kepastian hukum kurang terealisasi dengan baik.?°

Meskipun keinginan untuk melahirkan KHI ini cukup kuat, dan
dilakukan dengan penuh keseriusan namun hal ini bukanlah pekerjaan
sederhana yang segera dapat diselesaikan. Dikatakan demikian karena
dengan melahirkan kitab hukum materil semacam KHI bersifat khusus
bagi orang Islam tentunya akan dapat mengundang banyak pemikiran yang
bersifat pro dan kontra, nuansa pemikiran terhadap hal ini sangat elastis,
dengan mudah bisa ditarik ke mana saja orang menginginkan, termasuk
kepada pemikiran politis yang mendeskriditkan umat Islam karena
mengarah kepada dominasi eksistensi umat Islam dibandingkan dengan
non muslim sebagai warga negara yang ingin menghidupkan kembali
Piagam Jakarta, alias mendirikan negara Islam. Karenanya tidak heran
kalau proses lahirnya KHI tersebuut memakan waktu sampai 30-an (tiga
puluh) tahun.?!

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah
Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama
sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya UU No 14 1970 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta untuk
menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang Undang
perkawinan No. 1/ 1974, pada tanggal 16 september 1976 telah dibentuk

Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.

20 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta :Dirjen Binbaga Islam
Departemen Agama RI, 1998), him. 128.
21 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, him. 127-174.
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04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama
Mahkamah Agung/Departemen Agama).

Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan
Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan menciptakan
hukum tertulis bagi umat Islam, mulai menampakkan diri dalam bentuk
seminar, simposium, dan lokakarya, serta penyusunan Kompilasi hukum
Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

a. Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan peradilan Agama, tahun
1976.

b. Lokakarya tentang Pengacara dan Pengadilan Agama, tahun 1977.

c. Seminar tentang Hukum Waris islam, tahun 1978, dan lain
sebagainya.??

Sementara itu pertemuan antara ketua Mahkamah Agung RI dengan
Menteri Agama RI tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan kesepakatan
penunjukan enam orang Hakim Agung dari Hakim Agung yang ada untuk
bertugas menyidangkan dan menyelesaikan permohona kasasi yang
berasal dari lingkungan Peradilan Agama. Upaya perumusan KHI tersebut
mulai lebih  konkret setelah tahun 1885, vyaitu sejak ditanda
tanganinya surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri Agama RI. tentang penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan
Hukum Islam melalui yurisprodensi No. 07/KMA/1985 dan Nomor 25

Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.

22 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), him. 159.
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Hasil penelitian bidang Kkitab, yurisprudensi, wawancara, studi
perbandingan diolah denan Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam
melalui yurisprudensi. Hasil rumusan Tim Besar tersebut dibahas dan
diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil yang merupakan tim inti. Akhirnya
setelah 20 kali pertemuan, Tim Kecil ini menghasilkan tiga buah buku
naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari hukum
perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Proses selanjutnya
setelah Tim Besar melakukan penghalusan redaksi naskah Kompilasi
Hukum Islam tersebut di Ciawi BOGOR maka naskah tersebut
disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden, oleh Menteri Agama
dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/1988 Kompilasi
Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk
digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama, maka oleh
Presiden lahirlah Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 seperti apa
yang ada dan masih berlaku sekarang ini.*

2. Sumber yang Dijadikan Landasan Kompilasi Hukum Islam

Dalam penelitian Kitab-kitab figh ini, sebanyak 38 macam kitab
figh dari berbagai madzhab dibagi kepada 7 IAIN dengan rincian
sebagai berikut:

a. IAIN Arraniri Banda Aceh mendapatkan kitab Al Bajari, Fath al Mu’1n,
Shargawi ‘ala al Tahrir, Mughni al Muhtaj, Nihayat al Muhtaj, dan al

Shargawi

23 Pagar, Pembaharuan hukum Islam..., him. 50.
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b. 1IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab menyampaikan
Kitab I’anat al Talibin, Tuhfah, Targhib al Mushtag, Bulghat al Salik,
Shamsuri fi al Fara'id, dan Al Mudawanah

c. IAIN Antasari Banjarmasin mendapatkan kitab Qalyabi/Mahalli, Fath
al Wahab, Bidayat al Mujtahid, al Umm, Bughyat al Mustarshidin, dan
Aqidah wa al Shari’ah

d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan kitab al Muhalla, al
Wajiz, Fath al Qadir, al Figh ‘ala Madzahib al Arba’ah, dan Figh al
Sunnah

e. IAIN Sunan Ampel Surabaya mendapatkan kitab Kashf Al Qina,
Majmi’at Fatawi Ibn Taymiyyah, Qawanin al Sharr’ah li al Sayyid
‘Uthman bin Yahya, al Mughni, dan al Hidayah Sharah Bidayat
Taimiyyah Mubtadi

f. IAIN Alaudin Ujung Pandang mendapatkan kitab Qawanin Shar’iyyah
li al Sayyid Sudagah Dakhlan, Nawab al Jalil, Al Muwatta’, dan
Hashiyah Shamsuddin Muh Irfan Dasuki

g. IAIN Imam Bonjol Padang menyampaikan kitab Badal al Sannai,
Tabyin al Hagaig, Al Fatwa Al Hindiyah, Fathul Qadier, dan Nihayah 2*

Selain dari kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN, tim proyek
penyusun  KHI juga mengambil dari hasil fatwa-fatwa yang

berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia

24 Ahmad Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2001),
him. 89-91.
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(MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bathsul Masa’il Nahdlatul

Ulama (NU) dan sebagainya.?

3. Cakupan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi hukum perkawinan

yang khusus dibahas dalam buku | yang terdapat 19 bab, yaitu:

a.

b.

Bab Pertama Ketentuan Umum (pasal 1)
Bab Kedua Dasar-dasar Perkawinan (pasal 2-10)

Bab Ketiga Peminangan (pasal 11-13)

. Bab Keempat Rukun dan Syarat Perkawinan (pasal 14-29)

Bab Kelima Mahar (pasal 30-38)
Bab Keenam Larangan Kawin (pasal 39-44)

Bab Ketujuh Kawin Hamil (pasal 53-54)

. Bab Kedelapan Beristri Lebih Dari Satu Orang (pasal 55-59)

Bab Kesembilan Pencegahan Perkawinan (pasal 60-69)

Bab Kesepuluh Batalnya Perkawinan (pasal 70-76)

. Bab Kesebelas Hak dan Kewajiban Suami (pasal 77-84)

Bab Keduabelas Harta Kekayaan dalam Perkawinan (pasal 85-97)

. Bab Ketigabelas Pemeliharaan Anak (pasal 98-106)
. Bab Keempatbelas Perwalian (pasal 107-112)
. Bab Kelimabelas Putusnya Perkawinan (pasal 113-148)

. Bab Keenambelas Akibat Putusnya Perkawinan (pasal 149-162)

23 M. Yahya Harahap, Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah,
Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah,
1988), him. 93.
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g. Bab Ketujuhbelas Rujuk (pasal 163-169)
r. Bab Kedelapanbelas Masa Berkabung (pasal 170)
C. Ketentuan Keabsahan Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum
Perkawinan Islam Indonesia
1. Ketentuan Keabsahan Perkawinan
Di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian
pernikahan adalah
“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sedangkan untuk keabsahan perkawinan dijelasakan dalam pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang
berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu.”

Dari perumusan tersebut dapat diungkapkan bahwa unsur-unsur
perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin
Pengertian ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena
perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri baik mereka dalam
hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya
dalam masyarakat. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti,
bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang
sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk dan membina keluarga yang harmonis.
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b. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami isteri.
Hal ini berarti UU Perkawinan mengandung asas monogami. Pasal 3
UU Perkawinan menentukan bahwa pada asasnya suatu perkawinan
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita
hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki
oleh para pihak yang bersangkutan karena hukum dan agamanya
mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang.

c. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
Hal ini berarti perkawinan hanya dapat diputuskan karena kematian.
UU Perkawinan mengakui putusnya perkawinan karena perceraian
dalam hal-hal tertentu dimana suami isteri tidak dapat diharapkan lagi
akan dapat hidup bersama, dengan rukun dan damai.

d. Perkawinan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hal ini berarti bahwa norma-norma agama harus menjiwai perkawinan
yang harus tercermin dalam semua peraturan-peraturan yang
menyangkut perkawinan, bahkan UU Perkawinan di sana sini memberi
kepada norma hukum agama suatu peranan yang konkrit sebagaimana
dapat dilihat dalam pasal 2 UU Perkawinan di mana hukum agama
memberi peranan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu
perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU

No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan
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yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai Syarat

perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal

6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu:

a.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
Persetujuan atau kata sepakat suami atau isteri merupakan unsur
penting dalam perkawinan karena mengandung keharusan adanya niat
untuk melangsungkan perkawinan, maka dari itu persetujuan yang sah
harus berlandaskan kesadaran tersebut dan harus bebas dari apapun
yang mengganggu kebebasan itu.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang
tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila
kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada
penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk
oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak
dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang

lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
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f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu
tunggu.
g. Tidak ada larangan dalam perkawinan tersebut
Pasal 8 Undang-undang No. 1/1974 menyatakan bahwa
perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun
ke atas.

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping Yyaitu
anatara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara
seorang dengan saudara neneknya.

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri/periparan.

4) Berhubungan sususan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan.

5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12
UU No. 1/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat

diuraikan sebagai berikut:
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a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan
harus memberitahukan  kehendaknya kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan
dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum
perkawinan dilangsungkan.  Pemberitahuan  dapat dilakukan
lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan
itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon
mempelai (Pasal 3-5)

b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu
diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis
dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan
membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan yang memuat antara lain:

1) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
2) hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan (pasal 8-
9)

Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua

calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai
pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat

secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai
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Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami
dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).
Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan
adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi
suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah

disebabkan oleh beberapa faktor seperti;

a. Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan
pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah.
Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka
terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum);

b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi
tersebut;

c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah/wakil seperti dalam
memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-
berkas yang ada hilang;

d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang
Perkawinan;

e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak
adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat
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nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a)
Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya
Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu
syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat
nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sedangkan Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri Ithbat
dan nikah. Itsbat berasal dari bahasa arab yaitu athbata-yuthbitu-ithbat yang
berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Itsbat nikah sebenarnya sudah
menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan
sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah
adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah
pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat
agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang
(Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

. Ketentuan Keabsahan Perceraian
Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi sebab-sebab
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putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu seperti yang
tercantum dalam Pasal 38 atau dalam undang-undang Kompilasi Hukum
Islam pasal 113, perkawinan dapat putus karena adanya hal-hal berikut :

a. Kematian

Hukum perkawinan Agama Islam menentukan bahwa apabila salah
seorang di antara kedua suami istri meninggal dunia, maka telah terjadi
perceraian dengan sendirinya. Dimulai sejak tanggal meninggal tersebut.

b. Perceraian

Ada dua macam perceraian yang menyebabkan bubarnya
perkawinan. Yaitu perceraian karena talak (cerai talak)dan perceraian
karena gugatan (gugat cerai):

Pertama, Perceraian Karena Talak (Cerai Talak)

Menurut UU. No.7/1989 pasal 66 ayat (1) cerai talak adalah
permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam
kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar
talak. Sedangkan talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117
adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi
sebab putusnya perkawinan.

1) Jenis-jenis Talak
Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa jenis talak

yang menyebabkan putusnya perkawinan. Antara lain:
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a) Talak Raj’i
Yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk
selama dalam masa iddah (pasal 118 KHI).
b) Talak Ba’in Sughra
Yaitu talak yang tidak boleh rujuk namun boleh akad nikah
baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (pasal
119 KHI). Talak Ba’in Sughra adalah talak yang terjadi gabla al
dukhul, talak dengan tebusan atau khulu’, dan talak yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
¢) Talak Ba’in Kubra
Yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Tidak boleh dirujuk
dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu
dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan
kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan masa iddah. (pasal
120 KHI)
d) Talak Sunni
Adalah talak yang dibolehkan. Yaitu talak yang dijatuhkan
pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci
tersebut. (pasal 121 KHI)
e) Talak Bid’i
Adalah talak yang dilarang. Yaitu talak yang dijatunkan pada
waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi

sudah dicampuri. (pasal 122 KHI)
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2) Macam-macam Alasan Permohonan Cerai Talak

Permohonan cerai talak dapat diajukan berdasarkan alasan-

alasan berikut ini:

a)

b)

d)

f)

Istri melalaikan kewajibannya sebagaimana terdapat pada UU.
No0.1/1974. Pasal 34 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 77 ayat (5).

Istri berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain
sebagainya yang sulit atau tidak dapat disembuhkan seperti
yang tercantum dalam PP. N0.9/1975. Pasal 19 huruf a dan
116 huruf a.

Istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa
izin suami dan tanpa alas an yang sah seperti yang terdapat
dalam PP. No. 9/1975. Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum
Islam Pasal 116 huruf b.

Istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih terdapat
dalam PP. No. 9/1975. Pasal 19 huruf ¢ dan Kompilasi Hukum
Islam Pasal 116 huruf c.

Istri melakukan kekejaman atau penganiayayaan Yyang
membahayakan pihak lain tercantum dalam PP. No. 9/1975.
Pasal 19 (d) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a).

Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

karena cacat badan atau penyakit sebagaimana tercantum
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dalam PP. No. 9/1975. PAsal 19 huruf e dan Kompilasi
Hukum Islam Pasal 166 huruf e.

g) Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi. Tercantum dalam
PP. No. 9/1975. Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 166 huruf f.

h) Istri murtad, yaitu terjadi peralihan agama yang menyebabkan
terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h.

i) Syigag, dengan syarat harus mendengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami atau istri. Seperti terdapat dalam UU. No. 7/1989. Pasal
76 ayat (1-2).

J) Li’an. Yaitu tuduhan kepada salah satu dari suami istri ada
yang berzina, atau suami mengingkari anak dalam kandungan
maupun yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan pemohon
atau penggugat tidak mempunyai bukti-bukti dan tergugat
menyanggah tuduhan tersebut. Terdapat dalam UU.
No0.7/1989. Pasal 87 ayat (1-2) dan Pasal 88 ayat (1-2), serta
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 125-128.

3) Tempat Mengajukan Permohonan Cerai Talak
a) Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 129, seorang suami

yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan
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permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan
Agama di tempat tinggal istri dengan alasan meminta diadakan
sidang.

b) Perceraian Hanya Dapat Dilakukan di Depan Sidang
Pengadilan

c) Dalam UU. No. 1/1974. Pasal 39 ayat (1-3), UU. No. 7/1989
Pasal 65, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115, ditentukan
bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan
dengan alasan antara suami dan istri tidak bisa didamaikan
lagi.

4) Saat Mulai Terjadinya Perceraian Karena Talak

Menurut PP. No. 9/1975. Pasal 17 dan 18, serta dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 123, perceraian dihitung setelah

keputusan hakim dinyatakan di depan sidang Pengadilan dengan

surat keterangan perceraian yang dibuat oleh Ketua Pengadilan

untuk dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat terjadinya

perceraian.

5) Akibat Talak

a) Menurut UU. No. 1/1974 pasal 41 putusnya perkawinan karena
perceraian adalah timbulnya kewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya dan yang bertanggung jawab
sepenuhnya atas pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak

adalah bapaknya. Namun apabila bapaknya tidak mampu
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memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan bahwa
ibunya ikut menanggung biaya tersebut. Jika terjadi perselisihan
tentang penguasaan anak, maka pengadilan yang berhak
memberi keputusan. Pengadilan juga berhak mewajibkan kepada
bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau
menentukan kewajiban bagi bekas istri.

b) Menurut KHI pasal 149, apabila perkawinan putus karena cerai
talak, maka suami wajib melunasi mahar (yang terhutang)
seluruhnya apabila istrinya sudah dicampuri, dan setengah bagi
istri yang belum dicampuri. Kemudian bekas suami wajib
memberikan mut’ah berupa uang atau benda kepada bekas istri
kecuali belum dicampuri. Selain itu ada juga kewajiban
memberi nafkah berupa maskan dan kiswah selama bekas istri
dalam masa iddah kecuali jatuh talak ba’in atau nusyuz sedang
bekas istri dalam keadaan hamil. Serta adanya kewajiban
memberikan biaya hadhanah bagi anak di bawah umur 21 tahun.

c) Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak
menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Kedua, Perceraian Karena Gugatan (Gugat Cerai)

Adapun pengertian cerai gugat menurut UU. No.7/1989 pasal 73
ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya
kepada Pengadilan daerah setempat, kecuali apabila penggugat dengan

sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat. Dan
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menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1), gugatan cerai
adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan
Agama setempat kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama
tanpa izin suami.
. Putusan Pengadilan

Pada dasarnya putusan sidang bisa menjadi alasan bubarnya suatu
perkawinan apabila dilandasi adanya suatu kemaslahatan yang harus
dituju dan ditegakkan. Sebagai satu contoh kasus apabila seorang istri
ditinggal suaminya ke medan perang dan tidak kembali selama 10 tahun
sehingga dinyatakan hilang. Sebab hal inilah pengadilan berhak
memutuskan status si istri tersebut dengan membubarkan perkawinannya

demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya.



BAB IV
PERBEDAAN ANTARA KEABSAHAN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN SIRRI DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI
INDONESIA (TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH AL SYATHIBI)
A. Perbedaan Penetapan Kebsahan Perkawinan dan Perceraian Sirri dalam
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia terkait penetapan kebsahan
perkawinan baik itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun

dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagaimana berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu.”

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.”

Maka dapat dipahami bahwa jika suatu perkawinan sudah dilakukan menurut
hukum Islam, artinya sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka suatu
perkawinan sudah dapat dikatakan sah. Walaupun sebelumnya dalam pasal 2
(2) Rancangan Undang-Undang tahun 1973 terdapat syarat pencatatan
perkawinan sebagai keabsahan perkawinan sebagaimana berikut:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan petugas pencatat
perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai
tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau
ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan,
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

yang berarti bahwa setiap perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan
Pegawai Pencatat Perkawinan dihukumi tidak sah, akan tetapi hal itu ditolak

oleh mayoritas Ulama’ Indonesia saat itu dikarenakan tidak sesuai dengan

hukum Islam dari berbagai madzhab manapun.

88
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Argumen yang digunakan Ulama’ pada saat itu bukan tanpa alasan, jika
kita melihat permasalahan itu di saat zaman sekarang yang jika setiap
perkawinan tanpa bukti akta nikah tidak dianggap sah, tentu banyak pihak yang
dirugikan dalam hal ini; seperti tidak adanya tuntutan tanggungjawab suami
memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, tidak adanya legalitas hukum
bagi sang anak yang dilahirkan dikarenakan tidak adanya akta kelahiran yang
mengakibatkan dia tidak bisa melakukan segala hal yang membutuhkan
legalitas hukum seperti hak mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.
Maka madlarat-madlarat semacam ini haruslah dihindari.

Sehingga jika suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah
maka bisa mengajukan isbatnya ke Pengadilan Agama setempat sebagai solusi
untuk mendapatkan legalisasi hukum. Itsbat nikah yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama karena pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Itsbat
nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan
hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan
dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan
kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon
mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam
rangka pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk
mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini
berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka

yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang
lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya
sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensi
hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah
apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya
dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi
ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah
meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris
dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik
bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari
isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai
Pencatat Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain
bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Adanya solusi isbat nikah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan bukanlah menjadi syarat
keabsahan perkawinan, karena banyak madlarat yang ditimbulkan jika suatu
perkawinan yang tidak dicatatkan dihukumi tidak sah sebagaimana di atas.

Aturan keabsahan perkawinan di atas seakan bertentangan dengan aturan
perceraian yang ada dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang
mensyaratkan talak diucapkan di hadapan Pengadilan Agama. Sehingga jika

suami telah menjatuhkan talaknya kepada istri di luar Pengadilan maka
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tidaklak dianggap sah dan masih dihukumi sebagai sepasang suami istri,
sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.”

Sehingga penghitungan terjadinya talak adalah ketika suami menyatakannya di
hadapan sidang Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Kompilasi

Hukum Islam:

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan
sidang pengadilan.”

Jika kita melihat kepada sejarah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-
haknya yang merasa dirugikan akibat keburukan-keburukan yang terjadi dalam
perkawinan di kalangan umat Islam seperti perkawinan di bawah umur, kawin
paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain, maka kita dapat
memahami bahwasannya jika talak tidak diharuskan di depan sidang
Pengadilan maka suami akan sewenang-wenang dalam menjatuhkan talaknya
kepada istrinya yang mengakibatkan tidak ada payung hukum yang melindungi
istri dan anak-anak yang ditinggalkannya, seperti tidak jelasnya masa iddah
istri, tidak adanya tuntutan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan
mut’ah, pembagian harta gono-gini yang diperoleh kedua pasangan suami istri
selama perkawinan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kepentingan sang
anak yang ditinggalkannya mulai dari hak asuh, pendidikan hingga biaya

hidupnya.
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Sehingga apa yang telah dirumuskan dalam hukum perkawinan Islam di
Indonesia baik itu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun
Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan keabsahan talak harus diucapkan
di hadapan Pengadilan adalah agar menghindari madlarat-madlarat di atas,
walaupun jika kita melihat kitab Figh seperti dalam al/ Figh al Isiami yang
mengatakan hukum Islam kontemporer yang mensyaratkan perceraian harus
dilakukan di hadapan hakim itu sama halnya membuka rahasia rumah tangga
yang seharusnya ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada orang lain yang
mengetahuinya dan hal ini dalam Islam tidaklah dibenarkan,' akan tetapi jika
kita melihat praktek perceraian dari hukum perkawinan Islam Indonesia yang
asasnya adalah mempersulit perceraian karena hubungan suami istri yang telah
diikat dengan akad nikah adalah suatu ikatan yang mithdqan ghalidzan
dilakukan oleh hakim-hakim dan mediator profesional yang tentunya juga
memiliki kode etik rahasia klien, apalagi jika kita analogikan hakim dengan
dokter maka bagaimana suatu penyakit bisa sembuh jika seorang pasien tidak
mengatakan penyakit yang menjadikan keluhannya kepada sang dokter, maka
alasan yang dikemukakan dalam kitab figh itu kurang relevan di zaman
sekarang.

Menurut al Tahir al Haddad, hikmah yang terkandung di balik
pensyaratan ikrar talak dilakukan di hadapan hakim adalah sebagaimana

berikut:

! Wahbah Zuhaili, a/ Figh al Islami wa Adillatuh, (Maktabah Syamilah), Juz.9, him. 339



93

Islam sangat menganjurkan perkawinan dan pelestariannya, bahkan
perkawinan yang kurang dikehendaki kedua belah pihak pun tetap menjadi
perhatian Islam, seperti Islam sangat membenci perceraian. Karena itu,
pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

. Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi orang yang haknya
dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan shari‘at Islam.

Kehadiran pengadilan berfungsi untuk meluruskan setiap tindakan yang
melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini,
sebelum menjatuhkan talak, suami disuruh lebih dahulu oleh pengadilan
untuk menyelamatkan perkawinan, berarti sama dengan menyelematkan
keluarga dan masyarakat dari kehancuran. Melalui peran pengadilan
diharapkan setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat
dan keluarga daripada diri sendiri secara individu.

Dengan lewat pengadilan diharapkan agar penggunaan hak talak tidak
menyimpang dari ajaran shari‘at, sehingga hak talak dipakai benar-benar
dalam darurat. Hal ini sangat ironis sekali jika mempertahankan harta
benda dilakukan dengan sangat gigih, sedangkan mempertahankan
perkawinan sebaliknya.

. Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman hidup para isteri,
sebab jika hak talak dilakukan dengan sangat mudah, maka
mengakibatkan isteri-isteri selalu dalam keadaan kekhawatiran; jangan-

jangan nanti suami akan menceraikannya, yang kadang-kadang hanya
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dengan alasan yang sangat sepele atau kesalahan mutlak suami seperti
judi dan minum-minuman keras dan sejenisnya.

6. Pengadilan sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai
(mediator) yang diperintah shari‘ah, yang berusaha menetralisir pihak-
pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua
pihak, meneruskan perkawinan atau sebaliknya (perceraian).

7. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada
pihak-pihak yang berperkara (i'tibar), yang berasal dari kasus-kasus orang
lain tentang akibat-akibat dari perceraian yang bersumber pada kasus-kasus
sebelumnya kepada pihak-pihak yang sedang dalam kasus percerian.

8. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab munculnya perceraian
yang pada gilirannya akan dijadikan kajian sosial yang sangat penting
untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan. Hasil dokumen
ini pada gilirannya juga dapat dijadikan bahan untuk memecahkan masalah
perkawinan yang lebih tepat.

9. Pengadilan dapat diharapkan menjamin hak-hak masing-masing pihak
sebagai akibat dari percerian (talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak
atau mut'ah.?

Keterangan di atas merupakan alasan talak harus diucapkan di depan
sidang Pengadilan tentu juga berdampak pada penghitungan awal terjadinya

talak.

2 al-Tahir al-Haddad, Wanita dalam Syari'at dan Masayarakat, terj. M. Adib Bisri (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1993), him. 99-101.
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B. Keabsahan Perkawinan dan Perceraian Sirri dalam Hukum Perkawinan
Indonesia Menurut Prinsip Magqasid Sharr’ah Al Shatibi
Telah dijelaskan di atas terkait alasan terjadinya perbedaan dalam
penetapan kebsahan perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan
Islam di Indonesia. Dari alasan-alasan yang ada apakah sudah sesuai dengan
prinsip yang ada dalam teori Magasid Shari’ah Al Shatibi, maka disini penulis
akan menjelaskan posisi terjadinya perbedaan penetapan keabsahan
perkawinan dan perceraian dalam Magasid Shari’ah Al Shatibi:
1. Pencatatan Perkawinan
Perkawinan adalah salah satu bentuk realisasi dari adanya Magasid
Tabi’ah diciptakannya nafsu lawan jenis bagi manusia untuk dapat
meneruskan keturunannya, sehingga di dalamnya juga ada kepentingan
manusia dalam melaksanakannya (ghair fa’abbudi). Walaupun dalam
pensyari’atan perkawinan juga terdapat kepentingan manusia di dalamnya
bukan berarti kehendak manusia boleh untuk berselisih dengan kehendak
Shari’ dalam perkawinan ini, yaitu Aifd al nasl
Jika Al Shatibi dalam masalah shalat menggambarkan bahwa
menegakkan shalat adalah masuk tingkatan Dlaririyyat karena mentaati
perintah Alloh berarti menjaga salah satu dari kelima misi hukum Islam,
yakni Ahifd al din maka suci dari hadats dan menghadap giblat adalah masuk
kategori Hajiyyyat, dan dalam level Tahsiniyyatnya adalah menutup aurat.
Maka jika dianalogikan dengan masalah perkawinan disini, melakukan

perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan suatu
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agad sebagai wujud dari Zifd al nasl maka termasuk kategori Dlaririyyat.
Sedangkan hal-hal yang dapat menjaga keberlangsungan suatu perkawinan,
salah satunya yaitu pencatatan perkawinan adalah termasuk tingkatan
Hajiyyat dan yang menjadi aspek tersiernya adalah seperti mengumumkan
adanya suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua pihak seperti
dengan mengadakan walimah ‘ursh dalam rangka mengindari fitnah.

Magasid Hajiyyat dan Tahsiniyyat bagaikan sifat dari mausiaf Magasid
Dlarariyyat yang berarti sebuah mausif tidak akan hilang dengan hilangnya
salah satu sifatnya seperti contoh ketika menghadap giblat dalam shalat itu
tidak dapat direalisasikan oleh seseorang dikarenakan suatu alasan itu bukan
berarti shalatnya dihukumi tidak sah akan tetapi boleh melakukan shalat
dengan tanpa menghadap giblat, begitupun juga dalam masalah perkawinan
jika karena suatu alasan seseorang tidak bisa melakukan pencatatan
perkawinan maka hal itu bukan berarti perkawinan yang dilakukan dengan
tanpa pencatatan itu tidak sah.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pencatatan perkawinan adalah
termasuk cabang Hajiyyar dalam perkawinan maka kita diperintah untuk
melaksanakannya karena prioritas yang utama adalah menjaga Magasid
Dlaruariyyat. Ketika prioritas utama dalam suatu perkawinan itu adalah hifd
al nasl maka madlarat-madlarat terhadap keturunan haruslah dihilangkan.
Dalam masalah perkawinan yang tidak dicatatkan karena suatu alasan maka
prinsip hifd al nasl haruslah tetap dijaga, maka untuk tetap menjaga hak-hak

keturunan hasil dari suatu perkawinan itu perlu adanya Magasid Hajiyyat
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yang lain yaitu adanya aturan Isbat Nikah. Sebagaimana pencatatan
perkawinan yang bertujuan hifd al nasl maka Isbat Nikah sebagai jalan
keluar darurat perkawinan yang tidak dicatatkan untuk melindungi hak-hak
semua pihak baik istri maupun anak-anak hasil perkawinan tersebut.
. Talak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama

Jika dalam masalah pencatatan perkawinan telah diketahui posisinya
dalam prinsip Magasid Shari’ah al Shatibi, maka talak seorang suami

kepada istrinya juga telah diatur dalam al Qur an:

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu
tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan
itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.
(QS. Al Talag:2)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasannya jika iddah seorang wanita
sudah habis maka suami diberikan opsi untuk tetap melanjutkan
perkawinannya atau menceraikannya dengan cara yang ma’raf (baik),

sehingga diperintahkan untuk mendatangkan dua orang saksi.
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Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. ltulah
hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang
zalim. (al Bagarah: 229)

Dalam ayat ini menjelaskan batasan kesempatan seorang suami
mentalak istrinya hanyalah dua kali, jika sudah mentalak ketiga maka suami
tidak bisa rujuk dengan istrinya kecuali jika ada mukallil, maka ketika
seorang suami mentalak istrinya masih dalam hitungan dua kali maka dia
diperbolehkan rujuk kembali ataupun menceraikannya dengan cara yang
ma rif (baik).

Dalam kedua ayat di atas dijelaskan bahwa aturan talak suami kepada
istrinya haruslah dilakukan secara ma’ruf, hal ini dimaksudkan untuk
menjaga Maqgasid Dlaririyyat yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut,
selain bertujuan Zifd al nafs dan 4ifd al ‘agl atau menjaga jiwa dan akal istri
dan keturunan yang ditinggalkannya maka adanya perintah memberikan

nafkah iddah istri dan nafkah hadlanah kepada sang anak, juga bertujuan

hifd al mal atau menjaga harta pasangan suami istri yang telah bercerai
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tersebut dengan adanya aturan pembagian harta gono-gini dan untuk dapat
merealisasikan Magasid Dlariariyyat di atas, hanya bisa tercapai dengan
melakukan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama yang nantinya akan
mempunyai hukum tetap. Sehingga posisi talak di hadapan Pengadilan
Agama adalah termasuk Magasid Dlaririyyat.

Talak di depan Pengadilan ini termasuk jalan mewujudkan maslahat
yang penentuannya melalui adat, dikarenakan penjelasan dalam ketiga ayat
talak di atas menggunakan gayd atau syarat perceraian dengan lafadz ma riif
dan ihsan yang berarti perceraian itu harus memperhatikan nilai-nilai yang
ada pada adat kebiasaan. Sehingga jika kita melihat konteks perceraian di
Indonesia saat ini maka aturan talak di depan Pengadilan adalah sangat
sesuai dengan prinsip maslahat seperti yang telah dijelaskan di atas tentang
hikmah-hikmah di balik pensyaratan talak di depan sidang Pengadilan,
walaupun jika kita lihat dalam figh klasik tidak ada yang mensyaratkan talak
dilakukan di depan sidang Pengadilan, selain dalam al Qur’an sendiri juga
tidak menjelaskan secara detail teknis pelaksanaan talak suami kepada istri,
juga dikarenakan adat istiadat dalam masyarakat itu adakalanya yang
universal dan adakalanya yang lokal, dan dalam permasalahan talak ini
termasuk dalam adat istiadat yang lokal, sehingga akan berbeda aturan antar

adat perceraian saat aturan figh itu dibuat dan adat perceraian di masa

sekarang, sebagaimana kaidah figh 4\53-3?\5 ASAI\) guji?\ ;M C\Q-%?\ oty
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Berbeda dengan aturan pencatatan perkawinan yang termasuk dalam
Magqasid Hajiyyat dalam posisinya menjaga Magasid Dlaririyyat akad
nikah sebagai wujud Hifd al Nasl yang diperintahkan Allah, pelaksanaan
ikrar talak di depan sidang pengadilan ini berada di posisi Magasid
Dlarariyyat atas perintah Allah untuk mentalak istri secara makruf sebagai
wujud dari Hifd al Nafs, Hifd al Aqgl, Hifd al Nasl, dan Hifd al Mal ,
sedangkan makruf sendiri dalam Islam berarti haruslah sesuai ‘urf atau
norma dan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, jika kita tarik
permasalahan tersebut di Indonesia tentu untuk menjaga hak-hak setiap
pihak yang terlibat dalam perkawinan maka dibutuhkan cara agar talak
memiliki kekuatan hukum, vyaitu dengan dilakukan di depan sidang
Pengadilan.

Walaupun dalam penentuan keabsahan perkawinan dan perceraian
berbeda akan tetapi jika melihat dari Magqasid Shari’ah yang terkandung di
dalamnya adalah sama untuk menjaga keberlangsungan Magqgasid

Dlariiriyat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Setelah melakukan pengkajian terhadap perbedaan keabsahan
perkawinan dan perceraian sirri dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta mencari
alasan terjadinya perbedaan tersebut dalam teori Magasid Shari’ah al Shatibi,
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:
penetapan nikah sirri didasarkan pada waktu terjadinya nikah
sedangkan penetapan perceraian tidak didasarkan pada waktu suami
menjatuhkan talaknya kepada istri dalam hukum perkawinan Islam di
Indonesia
1. Dalam hukum Islam di Indonesia penetapan nikah sirri didasarkan pada
waktu terjadinya nikah dikarenakan keabsahan suatu perkawinan
didasarkan pada hukum Islam sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah
sebagai syarat formal saja, hal ini selain dikarenakan sejarah munculnya
aturan pencatatan perkawinan dalam RUU Tahun 1973 ditolak oleh
banyak ulama’ saat itu juga dikarenakan untuk melindungi hak-hak istri
maupun anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut dengan
membuat aturan isbat nikah. Sedangkan waktu terjadinya perceraian tidak

didasarkan pada waktu suami menjatuhkan talaknya kepada istri
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dikarenakan perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama setelah hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak
suami dan istri, adanya aturan ini dikarenakan munculnya Undang-Undang
bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang
merasa dirugikan akibat keburukan-keburukan yang terjadi dalam
perkawinan salah satunya adalah talak sewenang-wenang dari suami,
sehingga tidak adanya payung hukum yang melindungi hak-hak para istri
dan anak-anak yang ditinggalkannya tersebut, seperti tidak adanya hak istri
menuntut kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah,
pembagian harta gono-gini yang diperoleh kedua pasangan suami istri
selama perkawinan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kepentingan
sang anak yang ditinggalkannya mulai dari hak asuh, pendidikan hingga
biaya hidupnya.

. Adanya perbedaan penetapan keabsahan perkawinan dan perceraian sirri
dalam hukum perkawinan Indonesia di atas dikarenakan jika menurut
prinsip Magasid Shari’ah Al Shatibi, Pencatatan perkawinan dan Isbat
Nikah termasuk kategori Magasid Hajiyyat dalam posisinya menjaga
Magasid Dlarariyyat akad nikah sebagai wujud Hifd al Nasl yang
diperintahkan Allah, sedangkan pelaksanaan ikrar talak di depan sidang
pengadilan ini berada di posisi Magasid Dlariiriyyat atas perintah Allah
untuk mentalak istri secara makruf sebagai wujud dari Hifd al Nafs, Hifd
al Aqgl, Hifd al Nasl, dan Hifd al Mal , sedangkan makruf sendiri dalam

Islam berarti haruslah sesuai ‘urfatau norma dan adat istiadat yang berlaku
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di suatu daerah, jika kita tarik permasalahan tersebut di Indonesia tentu
untuk menjaga hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam perkawinan maka
dibutuhkan cara agar talak memiliki kekuatan hukum, yaitu dengan
dilakukan di depan sidang Pengadilan. Walaupun dalam penentuan
keabsahan perkawinan dan perceraian berbeda akan tetapi jika melihat dari
Magasid Shari’ah yang terkandung di dalamnya adalah sama untuk
menjaga keberlangsungan Magqasid Dlarariyat.
B. SARAN

Saran ini ditujukan kepada:

1. Pasangan suami istri khususnya yang beragama Islam untuk memahami
dan melaksanakan aturan pencatatan perkawinan dan pelaksanaan talak di
depan sidang Pengadilan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak para
pihak yang terkait dalam perkawinan.

2. Para Ulama’ dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi dan memotivasi
masyarakat Islam untuk menghindari praktek nikah atau talak yang tidak
sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia melihat dampak

negatif yang ditimbulkan dari hal tersebut.
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